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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
1. Konsonan 
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif tidak dilambangkan tidak  dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث ṡa ṡ es (dengan titik di  atas) 
ج Jim J je 
ح ḥa ḥ ha (dengan titk di bawah) 
خ Kha Kh ka dan ha 
د Dal D de 
ذ Żal Ż zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R er 
ز ẓai Z zet 
س Sin S es 
ش Syin Sy es dan ye 
ص ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ ẓa ẓ zet (dengan titk di bawah) 
ع „ain „ apostrof terbalik 
غ Gain G ge 
ؼ Fa F ef 
xi 
 
ؽ Qaf Q qi 
ؾ Kaf K ka 
ؿ Lam L el 
ـ Mim M em 
ف Nun N en 
ك Wau W we 
ق Ha H ha 
ء hamzah ʼ apostof 
م Ya Y ye 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda 
(„). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tungggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
 َا fatḥah a a 
 َا Kasrah i i 
 َا ḍammah u u 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 َل fatḥahdan yā’ ai a dan i 
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َْو ػى fatḥahdan wau au a dan u 
Contoh: 
 َفْي ك : kaifa 
 َؿْو ه : haula 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
 
Harkat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
 َل...َ|  َا... fatḥahdan alif atauyā’ ā a dan garis di atas 
ل kasrah danyā’ ī i dan garis di atas 
وى ḍammahdan wau ū u dan garis di atas 
Contoh: 
 َتا م : māta 
ى م ر : ramā 
 َلْيِق : qīla 
َُتُْو  يَ : yamūtu 
4. Tā’ Marbūṭah 
Transliterasi untuk tā’ marbūṭahada dua, yaitu: tā’ marbūṭahyang hidup 
atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, yang transliterasinya adalah 
[t]. Sedangkan tā’ marbūṭahyang mati atau mendapat harakat sukun, 
transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭahdiikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’ 
marbūṭah itu transliterasinya dengan ha (h). 
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Contoh: 
َِؿا فْط لأاَُة ضْك ر : rauḍah al-atfāl 
َُة لِضا فْلاَُة نْػيِد  مْل ا : al-madīnah al-fāḍilah 
َُة مْك
ِْلْ ا  : al-ḥikmah 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydīd (  ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 
huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.  
Contoh: 
ا نَّػب ر : rabbanā 
ا ن ْػيَّ نَ : najjainā 
 َق ْلْ ا : al-ḥaqq 
َُػن َمِّع  : nu”ima 
 َكُد ع : ‘aduwuun 
Jika huruf لber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah (َّىِى),maka ia ditransliterasiseperti huruf maddahmenjadi ī. 
Contoh: 
 َىِل ع : „Alī (bukan „Aliyy atau „Aly) 
 َِب ر ع : „Arabī (bukan, „Arabiyy atau „Araby) 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ؿا(alif 
lam ma’arifah). Dalam pedomantransliterasi ini, kata sandang ditransliterasi 
seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf 
qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 
mengikutinya.Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 
dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
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Contoh: 
َُسْمَّشل ا : al-syamsu (bukan asy-syamsu)  
  َةلَزْل َّزَلا : al-zalzalah (az-zalzalah) 
  َةفَسَْلفَْلا : al-falsafah 
  د َلالِابَْلا : al-bilādu 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (  )  anya b rlaku ba i 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di 
awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh: 
 َفْكُرُمْأ ت : ta’murūna 
  عْوَّنَلا : al-nau’ 
  ءْيَش : syai’un 
  تْرِم أ : umirtu 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata,istilah atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 
sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam 
dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. 
Misalnya, kata al-Qur‟an(dari al-Qur’ān), alhamdulillah, dan 
munaqasyah.Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian 
teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: 
Fī Ẓilāl al-Qur’ān 
Al-Sunnah qabl al-tadwīn 
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9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 
Kata “Alla ” yan  dida ului partik l s p rti  uruf jarr dan huruf lainnya 
atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
Contoh: 
َِللااَُنْيِدdīnullāhَِللِابbillāh 
Adapun tā’ marbūṭahdi akhir kata yang disandarkan kepadalafẓ al-jalālah, 
ditransliterasi dengan huruf [t]. 
Contoh: 
َِللاِة ْحْ رَْفَِْمُهhum fī raḥmatillāh 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf  kapital (All Caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, 
tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 
didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 
huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.  Jika terletak 
pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf 
kapital Al-. Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 
referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 
maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR). Contoh: 
Wa mā Muḥammadun illā rasūl 
Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan 
Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān 
Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 
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Abū Naṣr al-Farābī 
Al-Gazālī 
Al-Munqiż min al-Dalāl 
Jika namaresmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. 
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ABSTRAK 
Nama  : Fitriani Mansyur 
NIM  : 10200115023 
Jurusan : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar’iyyah) 
Judul : Studi Analisis Syariat Islam Mengenai Pengharaman atas 
Tindakan Kejahatan Begal pada Aspek Maqasid al-Syari’ah 
Tentang Pemeliharaan Harta Benda. 
 
Tujuan Penelitian ini  untuk: 1) mengetahui ketentuan-ketentuan Syariat 
Islam dalam hal adanya tindakan kejahatan Begal, 2) Mengetahui dan memahami 
konsep kedudukan harta dan kepemilikan dalam Syariat Islam, 3) Mengetahui 
Aspek Maqāṣid al-syarī’ah terhadap perlindungan harta benda dalam hal 
kekajahatan Begal.  
        Dalam menjawab permaslaahan tersebut, penulis menggunakan pendekatan 
Pendekatan Teologi Normatif (syar’i) Yaitu merupakan bentuk penelitian dngan 
menggunakan metode dengan cara memahami Agama secara harfiah dan juga 
sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan pemahaman ilmu 
keTuhanan,. 
       Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Unsur-unsur pokok dari kategori 
kejahatan Begal (al-Hirābah) yaitu dilakukan dengan sengaja, dilakukan di jalan 
umum atau diluar pemukiman korban maupun di dalam kota, dilakukan secara 
terang-terangan, serta adanya unsur kekerasan atau anacaman kekerasan.2) 
Kedudukan harta dalam Islam bahwa Islam senantiasa mengingatkan bahwa harta 
merupakan amanah yang harus hati-hati dalam mencarinya dan harus sesuai 
dengan syariat Islam dalam menggunakannya. 3) Konsep Maqāṣid al-syarī’ah 
terdapat kandungan untuk memelihara harta benda. Secara umum bahwa yang 
dimaksud dengan memelihara harta benda yaitu melalui cara memperolehnya 
hendaknya melalui cara yang halal atau melalui proses yang sesuai dengan 
ketentuan Syariat Islam. 
         Penelitian ini diharapkan : 1) Bagi pemerintah sebaiknya lebih memperbaiki 
sistem penegakkan keadilannya bagi pelaku kejahatan Begal yaitu dengan tetap 
menjalankan hukuman yang sesuai dengan aturan yang ada agar tetap tercipta efek 
jerah kepada pelaku. 2) Bagi masyarakat sebaiknya menjaga keselamatan dengan 
berhatai-hati ketika mengendarai kendaraan dijalan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
 Hukum Islam dalam makna yang luas dapat diartikan sebagai seluruh 
Kalamullah dan sabda Rasulullah Saw mencakup perintah dan larangan, sejak 
masa Nabi Muhammad Saw sampai sekarang dan terus menerus berkembang, 
karena ajaran Islam ini berlaku hingga akhir zaman. Dan dengan adanya perintah 
dan larangan tertentu dengan ini menunjukkan adanya tata tertib didalam alam 
ciptaan-Nya, tujuannya ialah untuk mengurus tata tertib dialam sehingga hukum 
Islam ini mempunyai cakupan kajian yang sangat luas karena tidak hanya 
berhubungan dengan tata tertib manusia tetapi juga berhubungan dengan tata 
tertib alam semesta. Islam mengajarkan dan mengembangkan hukum Islam secara 
elastis, sehingga hukum adat yang tetap dijalankan oleh setiap wilayah akan tetap 
eksis di tengah-tengah masyarakat. Dan juga Islam tetap memperhatikan 
keberadaan hukum adat pada setiap daerah karena hukum adat tetaplah 
bermanfaat.1 Dengan mengikuti sistematika iman, islam dan ihsan yang berasal 
dari hadis Nabi Muhammad Saw kerangka dasar agama Islam terdiri dari akidah, 
syariah, dan akhlak. Pada komponen akidah ruang lingkup dihubungkan dengan 
keimanan kepada Allah dan Rasul. Sedangkan pada komponen Syariah dan akhlak 
ruang lingkupnya jelas tentang ibadah dan muamalah. 
                                                           
1
 Aulia Muthiah, Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga(Yogyakarta:Pustaka 
Baru Press, 2017), h.18. 
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 Syariat merupakan norma Ilāhi yang mengatur hubungan manusia dengan 
manusia lain dalam kehidupan sosial, hubungan manusia dengan benda dan alam 
lingkungan hidupnya. Norma Ilāhi yangvmengatur tata hubungan itu berupa:2 
1. Kaidah Ibadah dalam arti khsus mengatur hubungan manusia dengan 
Tuhan. Contoh rukun Islam. 
2. Kaidah Muamalah mengatur hubungan manusia dengan manusia dan 
juga benda-benda di alam semsta ini .contoh kewarisan, perkawinan dll. 
Untuk ketentuan ini mempunyai sifat terbuka untuk dikembangkan 
melalui ijtihad manusia yang memenuhi syarat untuk pengembangan 
hukum ini. Karena sifatnya yang demikian dalam bidang muamalah 
berlau asas umum yaitu pada dasarnya semua perbuatan boleh dilakukan 
kecuali ada laranagn dalam Al Quran dan Hadis. 
 Syariat bersumber dari wahyu, dengan demikian dapat dikategorikan 
dalam dua pengertian. Pertama, syariat yang diturunkan oleh Allah Swt pada para 
Nabi dan Raulullah sebelum nabi Muhammad Sawdan kedua, syariat yang 
diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang terkandung dalam Al-Qur‟an dan 
As-Sunnah. Yang kedua itulah syariat yang wajib dilaksanakan oleh kita semua, 
ummat Nabi Muhammad Saw .secara garis besar ajaran Islam atau Syariat Islam 
mencakup empat aspek, yaitu:3 
1. Aqidah, yaitu aspek keyakinan terhadap Allah Swt , para malaikat, kitab-
kitab suci, para Nabi dan Rasul, serta hari akhir dan taqdir. 
2. Ibadah, yaitu segala cara dan upaya pengabdian kepada Allah Swt yang 
telah diperintahkan dan diatur tata cara pelaksanaannya dalam Al-Qur‟an 
dan Hadist seperti Shalat, Puasa, Zakat, Haji dan sebagainya. 
                                                           
2
 Zainal Arifin, Islam Aqidah dan Syari‟ah(Bandung: Srigunting Press, 2007), h.4 
3
 Zainal Arifin, Islam Aqidah dan Syari‟ah, h.4 
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3. Akhlak, yaitu nilai dan perilaku baik yang harus dikuti seperti sabar, 
syukur, tawakkal, berbakti kepada kedua orang tua dan lain sebagainya. 
Serta nilai dan perilaku buruk seperti sombong, takabur, dengki, riya , 
durhaka kepada kedua orang tua dan lain sebagainya. 
4. Mu‟amalah, yaitu aspek kemasyarakatan yang mengatur pergaulan hidup 
manusia diatas bumi, baik tentang harta benda, perjanjian-perjanjian, 
ketatanegaraan, hubungan anatara negara dan lain-lainnya. 
 Dilihat dari segi ilmu hukum, syariat merupakan norma-norma hukum 
dasar yang ditetapkan Allah, yang wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan 
iman yang berkaitan dengan akhlak baik dalam hubungannya dengan Allah 
maupun dengan sesama manusia dan benda dalam masyarakat. Norma hukum 
dasar ini djelaskan dan atau dirinci lebih lanjut oleh Nabi Muhammad saw sebagai 
Rasul-Nya. Karena itu, syariat terdapat didalam Al-Quran dan di dalam kitab-
kitab hadist. Menurut sunnah (al-qauliyah atau perkataan) Nabi Muhammad saw, 
ummat Islam tidak akan pernah sesat dalam perjalanan hidupnya di dunia selama 
mereka berpegang teguh atau berpedoman kepada Al Quran dan Sunnah 
Rasulullah. Dengan perkataan lain, ummat Islam tidak akan pernah sesat dalam 
perjalanan hidupnya di dunia ini selama ia mempergunakan pola hidup, pedoman 
hidup, tolak ukur hidup dan kehidupan yang terdapat dalam Al-Quran dan kitab-
kitab Hadis yang sahih.4 
 Tujuan hukum Islam juga disebut sebagai ketetapan Allah dan ketentuan 
Rasul-Nya yang terdapat di dalam Al-Quran dan kitab-kitab Hadist yang sahih. 
Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagian 
                                                           
4Mohammad Daud Ali, Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Islam di Indonesia(Jakarta: 
Rajawali Pers, 2005), H. 20 
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hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang 
bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat, yaitu yang tidak berguna 
bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah 
kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. 
Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan di dunia saja tetapi juga untuk 
kehidupan yang kekal di akhirat kelak.  
 Islam menaruh perhatian pada kesejahteraan dan keamanan setiap orang 
dan masyarakat. Perilaku apapun yang mengancam atau melanggar hak-hak orang 
lain dilarang dalam Islam, hukuman ketat yang diadakan untuk membantu 
mencegah potensi kejahatan. Dengan cara ini, kehidupan dan harta semua anggota 
masyarakat dijamin dan dilindungi. Dalam Islam, ada hukum pidana untuk 
kejahatan besar seperti pembunuhan, penyerangan, pencuriandan perselingkuhan. 
Derajat hukuman tergantung pada besarnya kerugian material atau emosional 
yang disebabkan oleh tindakan itu. Sepanjang waktu, hanya pengadilan 
berwenang dapat menjatuhkan hukuman. Namun korban atau keluarganya berhak 
memutuskan apakah hukuman itu akan dilaksanakan atau tidak. Dengan 
pertimbangan mereka, mereka mungkin memaafkaan pelaku kejahatan dan 
menerima kompensasi atas kejahatan yang dilakukan.5 
 Pentingnya membahas permaslahan pada skripsi ini, yaitu mengenai 
permaslahan kejahatan Begal. Yang mana kejahatan begal dari tingkat kuantitas 
terjadinya kejahatan tersebut sudah sangat jelas bahwa kejahatan menjadi salah 
                                                           
5
 Christine Huda Dodge, Kebenaran Islam Segala Hal tentang Islam dari A-
Z(Yogyakarta: Anindya Mitra Internasional , 2006), h. 146. 
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satu kejahatan yang semakin meningkat pelanggrannya. Walaupun sudah ada 
beberapa bukti dari akibat jika pelaku kejahatan begal di tangkap atau ditahan. 
Mulai dari di massa oleh masyarakat ataupu dipidana seberat mungkin. Tetapi 
tetap sajalah seperti tingkat kejahatan  begal ituterus meningkat, dengan kata lain 
bahwa ancaman dampak atau akibat dari perbuatan kejahatan begal di Indonesia 
seperti saja tidak memberikan efek jera kepada pelaku atau memberikan ketakutan 
kepada pihak-pihak lain agar tidak terlibat didalmnya dikemudian hari. 
 Kejahatan Begal (al-Hirābah) bisa dilakukan oleh perorangan dan bisa 
dilakukan oleh kelompok yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya. 
Ulama berbeda pendapat tentang pelaku kejahatan begal(al-Hirābah), menurut 
Hanafiyah pelaku kejahatan Begal (al-Hirābah) adalah setiap orang yang 
melakukan secara langsung atau tidak langsung perbuatan tersebut. Demikian juga 
orang yang ikut memberikan bantuan, baik dengan cara pemufakatan, suruhan 
maupun pertolongan, juga termasuk dalam kategori kejahatan Begal (al-Hirābah). 
Persyartan lain tentang kejahatan Begal (al-Hirābah) adalah persyaratan tentang 
harta yang diambil. Pada perinsipnya persyartan harta dalam kejahatan Begal (al-
Hirābah) sama dengan persyaratan untuk harta dalam tindakan pencurian. Secara 
umum persyaratan itu meliputi, barang yangdiambill harus tersimpan (muhraz), 
mutawawwim, milik orang lain, tidak ada syubhat dan memenuhi nisab.Ketegori-
kategori kejahatan tersebut termasuk dalam perampokan selama yang 
bersangkutan memiliki niat untuk mengambil harta dengan terang-terangan. 
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Sebagaimana Firman Allah dalam QS al-Maidah/5:33 
                        
                            
                    
Terjemahnya: 
Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan 
membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong 
tangan dan kaki secara bersilang, atau diasingkan dari tempatkediamannya. 
Demikian itu kehinaan-kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka 
mendapat azab yang besar.6 
 
Dan yang membuat penulis untuk tertarik mengkaji lebih lanjut mengenai 
pembahasan kejahatan Begal ini, diantaranya ialah adanya rasa kekhawatiran 
terhadap fenomena kejadian kejahatan Begal. Dan juga rasa ikut andil dan ingin 
mengambil peran untuk mengetahui mengenai kejahatan begal itu sendiri. Selain 
itu jika kita berbicara menegnai kejahatan begal, maka akan mengikut sertakan 
aspek-aspek yang lain. Misalnya aspek Maqāṣid al-syarī‟ah yaitu dari segi 
pemeliharaan dan perlindungan jiwa dan harta benda, dari segi aspek hukum 
pidana Islam itu sendiri dan juga dari aspek perlindungan HAM yaitu hak untuk 
memperoleh kedamaian dan ketenangan dan perlindungan Negara. 
 
                                                           
6Kementrian Agama RI, Al- Kitabul Akbar Al Qur‟an dan Terjemahannya, ( Jakarta: PT 
Akbar Media Eka Sarana, 2010),h.597. 
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B. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang masalah tersebut mengenai Syariat Islam Pengharaman 
atas Tindakan Kejahatan Begal pada Aspek Maqāṣid al-syarī‟ah Pemeliharaan 
Harta Benda, dapat diambil pokok masalah yaitu bagaimakah analisis Syariat 
Islam mengenai Pengharaman atas Kejahatan Begal (al-Hirābah) pada aspek 
Maqasid Syariah yaitu dalam hal pemeliharaan harta benda. Pokok masalah 
tersebut kemudian di-breakdown ke dalam beberapa submasalah atau pertannyaan 
penelitian, yaitu:   
1. Bagaimanakah ketentuan-ketentuan Syariat Islam dalam hal adanya 
tindakan kejahatan Begal  ? 
2. Bagaimanakah konsep kedudukan harta dan kepemilikan dalam Syariat 
Islam? 
3. Bagaimanakah Aspek Maqāṣid al-syarī‟ah terhadap perlindungan jiwa dan 
perlindungan harta benda dalam hal kekajahatan Begal ? 
 
C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Penelitian 
Agar uraian dalam Skripsi ini lebih jelas dan terarah makna kata yang 
dimaksud dalam judul, maka dijelaskan beberapa kata pada judul yang dapat 
mengandung makna lain dan menimbulkan pemahaman yang keliru dari pembaca:  
1. Syariat merupakan jalan yang lurus (at-tariqat al- mustaqimat), yakni  
jalan yang dengan mudah dapat mengantarkan seseorang ke tempat ia 
tuju. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah syariat oleh para 
ulama dipergunakan untuk pengertian “segala aturan” yang 
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ditentukan Allah untuk para hamba-Nya, baik yang berkenan dengan 
soal-soal akidah maupun yang bertalian dengan masalah-masalah 
hukum. Aturan-atuan yang telah ditetapkan Allah yang dinamai 
syariat.7 
 
2. Pengharaman merupakan proses, cara, perbuatan mengharamkan. 
Pengharaman berasal dari kata Haram, haram ialah bisa diartikan 
sebagai sebuah status hukum terhadap suatu aktivitas atau keadaan 
suatu benda (misalnya makanan, perkataan, ataupun perbuatan ). 
Aktivitas yang brstatus hukum haram adalah dilarang secara keras. 
Orang yang melakukan tindakan haram atau makana makanan haram 
ini akana mendapatkan konsekuensi berupa  dosa.8 
 
3. Kejahatan begal (al-Hirābah) adalah pembegalan atau pencurian 
besar dengan mengambil harta dengan jalan kekerasan yang 
realisasinya menakut-nakuti orang yang lewat di jalan, atau 
mengambil harta, atau membunuh orang.9Begal pada dasarnya 
merupakan bentuk majas dari mencuri, hanya saa dalam bentuk 
perbuatannya begal memiliki cirri tersendiri dalam perbuatannya 
yaitu melakukan perampasan di jalan sebagaimana dalam hukum 
Pidana Islam perbuatan perampasan dijalan atau pembegalan dikenal 
dengan Jarimah al-Hirābah.10 
 
4. Maqāsid al-syarī‟ah secara etimologis al-maqasid merupakan bentuk 
jamak dari al-maqāsidyang berarti tujuan, sehingga Maqāṣid al-
syarī‟ah dapat diartikan sebagai tujuan Syariat Islam. Dalam ilmu 
                                                           
7Harun Nasution, Ensikloedia  Islam Indonesia( Jakarta: Ikrar Mandiriabadi, 2002), H. 
1105. 
8https://id.wikipedia.org/Haram, diakses tanggal 09 Oktober 2018, pukul 09.47  WITA 
9
 Hamzah Hasan, Hukum Pidana Islam(Watampone: Penerbit Syahadah, 2016), h. 184 
10https://id.wikipedia./Pembegalan, Diakses tanggal 08 Januari 2019, pukul 19.50 WITA 
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ushul fiqh, bahsan Maqāṣid al-syarī‟ah bertujuan untuk mengetahui 
tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh perumusnya dalam 
mensyariatkan hukum. Tujuan hukum ini merupakan faktor penting 
dalam menetapkan hukum Islam yang dihasilkan melalui Ijtihad. 
Ulama ushul fiqih mendefiniskan Maqāṣid al-syarī‟ah dengan “makna 
dan tujuan yang dikehendaki syara‟ dalam mensyariatkan suatu 
hukum bagi kemaslahatan umat manusia”. Maqāṣid al-syarī‟ah di 
kalangan ulama ushul fiqih disebut juga asrār al-syarī‟ah yaitu 
rahasia-rahasia yang terdapat dibalik hukum yang ditetapkan oleh 
syara‟ berupa kemaslahatan bagi umat manusia, baik di dunia 
maupun di akhirat. Misalnya, Syari‟ memberikan berbagai macam 
Syariat atau aturan agama kepada manusia, yang dibalik semua 
aturan itu terdapat rahasia-rahasia yang secara mendasar bertujuan 
untuk menciptakan kemaslahatan bagi kehidupan manusia itu sendiri. 
Disyariatkan hukum pencurian untuk memelihara harta seseorang.11 
 
5. Pengertian Harta disebut juga al-amal yang berarti condong, 
cenderung, dan miring. Dikatakan condong, cenderung dan miring 
karena secara tabi‟at, manusia cenderung ingin memiliki dan 
menguasai harta.Kemudian menurut Ulama Hanafiyah, bahwa harta benda 
ialah segala sesuatu yang dapat diambil, disimpan dan dapat dimanfaatkan 
dan sesuai dengan ketentuan Syariat Islam. Kemudian menurut ulama selain 
Hanafiyah, bahwa harta benda ialah segala sesuatu yang memiliki nilai, dan 
diwajibkan ganti rugi atas orang yang merusak atau melenyapkannya.Islam 
mendorong umat manusia untuk menggunakan hartanya tidak hanya 
sekedar untuk kepentingan pribadi tapi juga untuk kepentingan sosial. 
Implikasi dari penggunaan harta dengan selalu melihat kaidah agama 
akan menghindarkan masyarakat dari resiko timbulnya kerusakan-
kerusakan, sehingga kegiatan ekonomi dapat berjalan scara seimbang 
                                                           
11Pujiomo,Hukum Islam Dinamika Perkembangan Masyarkat(Yokyakarta: Mitra 
Pustaka,2012), h.61. 
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dan mengikuti kaidah dan akan mendorong pada terciptanya 
kehidupan ekonomi yang sejahtera dan adil.12 
 
6. Kepemilikan berasal dari bahasa Indonesia terambil dari kata “Milik” dan 
merupakan kata serapan dari kata “al-milk” dalam Bahasa Arab. Secara 
Etimologi kata “al-milk” yang artinya memelihara dan menguasai suatu 
secra bebas.Yang dimaksud dengan kepemilikan ialah kepenguasaan 
seseorang terhadap sesuatu harta (baik itu barang ataupun jasa) yang 
membolehkannya untuk mengambil dan memperoleh manfaat dengan 
segala cara yang diperbolehkan dalam Syariat Islam, sehingga orang lain 
tidak diperkenangkan untuk mengambil manfaat dengan barang tersebut 
kecuali dengan izinnya, dan haruslah sesuai dengan bentuk-bentuk sistem 
Muamalah yang diperbolehkan dalam Syariat Islam.13 
 
D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu 
 Masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini yaitu ketentuan Syariat Islam 
atas tindakan kejahatan Begal pada aspek Maqāṣid al-syarī‟ah pemeliharaan harta 
benda, dan agar nantinya pembahsan ini lebih focus pada pokok kajian maka 
dilengkapi beberapa literature yang masih berkaitan dengan pembahsan yang 
dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut: 
1. Kontruksi Ijtihad Berbasis Maqāṣid al-syarī‟ah oleh Abdul Wahid 
Haddade.  
Pembahsan pertama didalam buku ini yaitu Konsep Ijtihad Berbasis 
Maqāṣid al-syarī‟ah dengan menjasakan mengenai bagaimanakah konsep dasar 
                                                           
12http://syariah99.blogspot.com/2014/04/harta-pengertian-kedudukan-fungsinya.html, 
diakses tanggal 09 januari 2019, pukul 22.09 WITA 
13
 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 37 
11 
 
 
Ijtihad berbasis Maqāṣid al-syarī‟ah. Yaitu dengan diawali dengan konsep 
dasarIjtihad berbasis Maqāṣid al-syarī‟ah (al-ijtihad al-maqāsid ). Dengan 
menjalaskan apa itu pengertian ijtihad secara etimologi dan terminologi, yaitu dari 
paparan yang dikemukakan tersebut menunjukkan bahwa ijtihad adalah 
pengerahan segala daya upaya juris Islam untuk  menemukan status hukum Islam 
berdasarkan analisa fakta di lapangan dan menerapkan hasil temuan itu sesuai 
dengan kondisi ruang dan waktu. Barulah setalah itu dijelaskan mengenai apakah 
pengertian dari Maqāṣid al-syarī‟ah. Secara etimologi dan terminologi dan 
dijelaskan pula mengenai adanya definisi Maqāṣid al-syarī‟ah bahwa penulis 
mengungkapakan bahwa pada kajian pembahasan ini belum menjadi bagian 
disiplin ilmu yang independen pada masa penulisan buku-buku ushul fiqih, 
sehingga dapat kita simpulkan bahwa term Maqāṣid al-syarī‟ah belum ditemukan 
definisisnya secra spesifik kemudian dari kalangan ulama klasik bahkan 
menyatakan bahawa antara term Maqāṣid al-syarī‟ah meiliki hubungan keterkaitan 
atau korelsi yang sangat erat terhadap al-maslahat hubungan dan keterkaitannya 
yaitu diri sisi makna. Dan dijelaskan bahwa maslahah ialah sebuah ungkapan yang 
pada dasarnya keadaan yang mendatangkan  manfaat dan menolak bahaya atau 
kerugian. Lebih jelasnya lagi bahwa di dalam buku ini penulis memaparkn bahwa 
maaslahah disini ialah menjaga tujuan syara‟. Tujuan syara untuk makhluk ada 
lima yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka. 
Kemudian menurut saya buku ini belum membahas mengenai secara 
spesifik dari tujuan syara‟ tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa didalam 
buku ini penulis hanya memaparkan seputar topikMaqāṣid al-syarī‟ahsecara 
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pembahsan umum nya saja. Walaupun disebutkan mengani adanya tujuan syara 
yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Namun hanya disebutkan 
seperti itu saja. Tanpa dijelaskan lebih lanjut lagi. Dan yang ingin saya kaji lebih 
lanjut yaitu aspek Maqāṣid al-syarī‟ah dalam hal pemeliharaan harta benda. Namun 
didalam buku ini belum mejalskan secara merinci hal tersebut. Misalnya didalam 
buku ini belum dijelaskan mengenai bagaimanakah Syariat Islam memandang 
ummat Islam agar senantiasa menjaga harta benda dan senantiasa memeperoleh 
rezekinya dengan jalan yang di ridhoi oleh Allah Swt. 
2. Hukum Pidana Islam oleh M. Nurul Irfan.  
Buku ini membahas asas-asas hukum pidana Islam dan juga membahas 
Ruang lingkup hukum pidana Islam. Yang dipaparkan didalam buku ini mengenai 
asas-asas hukum pidana Islam, yaitu adanya asas keadilan, asas kepastian hukum 
dan asas kemanfatan. Dan jika kita kaji lebih lanjut lagi dalm hal materi asas 
kemanfaatan. Maka kita akan mengetahui bahwa ada bagian-bagian nya lagi. 
Yaitu aspek kemaslahatan terbagi atas asas legalitas,asas tidak berlaku surut, asas 
praduga tak bersalah, asas larangan mempidanakan kesalahan kepada orang lain, 
asas keharusan membatalkan hukuman akibat unsur keraguan dan asas kesamaan 
di hadapan hukum. 
Dan dijelaskan pula mengenai adanya ruang lingkup hukum pidana Islam. 
Yaitu adanya Qisas,Hudud,Takzir. Dan disebutkan pula beberapa tindak kejahatan 
seperti kejahatan pencurian dan perampokan. Dan didalam buku ini juga 
disebutkan mengenai relevansi teori hukum pidana Islam dengan kasus hukum 
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Indonesia. Namun yang menjadi kelemahan dari buku ini yaitu kurang di perjelas 
kembali mengenai bagaimana kedudukan hukum pidana Islam itu sendiri ketika 
diterapkan di era Modern pada saat ini. Misalnya jika terjadi kejahatan Begal 
misalnya atau perampokan, didalm buku ini tidak dipaparkan mengenai 
bagaiamana penerapan hukuman bagi kejahatan begal dalam perspektif hukum 
pidana Islam itu sendiri di era modern pada saat ini. Karena didalam buku ini 
hanyaa berupa penjelasan teroritis saja tanpa memberikan gambaran bagaimana 
jika implikasinya pada era modern pada saat ini. Dan ini pun yang ingin penulis 
paparkan namun belum dapat menemukan didalam isi buku ini.  
3. Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah) oleh A.Rahman 
I.Doi.  
Buku ini membahas mengenai hakikat Syariah Islam dan juga dijelaskan 
mengenai konsep halal haram dalam syariah Islam. Yang mana dijelaskan bahwa 
Allah sebagai pencipta Syariah. Dan dipaparkan bahwa Syariah bukan hanaya 
jalan untuk mencapai keridhoan Allah, melainkan juga jalan yang dipercayai 
seluruh ummat Islam sebagai jalan petunjuk Allah yang mahapencipta melalui 
utusanNya, Rasulullah Muhammad Saw. Yaitu didalam Islam diyakini bahwa 
menetapkan syariah sebagai jalan dan petunjuk bagi umat manusia. Dengan cara 
demikian, hanya Syariah yang membebaskan manusia dari perhambaan manusia 
kepada selain Allah. Dasar inilah yang menjadi sebab ummat Islam diwajibkan 
berusaha keras untuk mewujudkan jalan tersebut dalam kehidupannya, dan bukan 
malah tidak melaksankan Syariah.Namun didalam buku ini belum menjelaskan 
mengenai tujaun Syariah Islam yaitu tujuan syariah Islam dalam aspek Maqāṣid al-
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syarī‟ah nya tidak dijelaskan dan dipaparkan didalam buku ini. Namun inilah yang 
ingin penulis paparkan lebih lanjut yaitu dari segi tujuan hukum aspek Maqāṣid al-
syarī‟ah. 
4. Hukum Pidana Islam II oleh Hamzah Hasan.  
Buku ini membahas tentang segala hal yang berkaitan tentang tindakan 
pidana dalam pandangan hukum Islam. Yaitu membahas mengenai tindak pidana 
zina, tindak pidana qadzaf, tindak pidana terhadap janin, tindak pidana pencurian, 
tindak pidana korupsi, tindak pidana khamar, tindak pidana Begal, tindak pidana 
pemberontakan, dan tindak pidana pembunuhan. Kemudian pada pembahsan 
tindak pidana Begal dijelaskan bahwa dari segi pengertian tindakan begal (al-
Hirābah), yaitu keluar untuk mengambil harta dengan jalan kekerasan yang 
realisasinya menakut-nakuti orang yang lewat di jalan, atau mengambil harta 
ataupun membunuh orang. kemudian dijelaskan pula unsur-unsur al-Hirābah dan 
pelaku kejahatan Begal (al-Hirābah) dan syarat-syaratnya. 
Kemudian menurut saya buku ini belum memaparkan dari segi aspek 
dampak yang dialami korban. Sehingga dapat kita katakana bahwa didalam buku 
ini hanya membahas dari segi pelaku dari kejahatan Begal (al-Hirābah) nya saja 
tanpa menyajikan pembahsan dari segi aspek korban nya misalnya kerugian 
ataupun dampak yang dialami dan diarasakan oleh korban kejahatan Begal (al-
Hirābah). Karena seperti yang kita ketahui sendiri bahwa jika kita berbicara 
mengenai kejahatan Begal (al-Hirābah) tentulah kita akan menemukan dampak 
dari perbuatan tersebut dan dari segi ini lah yang penulis akan lebih kaji 
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mendalam yaitu dari aspek kerugian harta benda yang dialami oleh korban Begal 
al-Hirābah. 
5. Fiqih Sosial (Individu dan Masyarakat Interaksi )oleh Drs.Abd 
Rahman R.,M.Ag.  
Pembahasan dalam buku ini pertama-tama dijelaskan mengenai karakter 
dari setiap individu sebagai anggota masyarakat, dengan memaparkan bahwa 
terdapat karakter indidu yang dinilai baik tetapi adajuga karakter individu yang 
dinilai tidak baik.misalnya adapun karakter individu yang dinilai baik yaitu 
dermawan (Al-Basth), pemaaf (Al-Afwu), sabar (al- shabr), konsisten (istiqamah), 
tanggung jawab (amanah). Dan karakter individu yang dinilai buruk misalnya 
ialah kikir (bakhil), pemboros (Mursif), Riya‟, Dengki (hasad) dan sombong 
(Mustakbir). Selain itu dibahas pula peran individu dalam masyarakat , yang 
dimana adapun peran individu dalam maysrakat ialah memerintahkan kebaikan 
dan mencegah kemungkaran, saling bertoleransi dan memberi nasehat, saling 
menjaga perdamaaian, saling tolong menolong, dan saling memakmurkan alam. 
Dan juga didalam buku ini dibahas mengenai bagaiamana agama daalm kaitannya 
dengan struktur masyarakat. Yaitu dipaparkan didalam buku ini bahwa agama 
dinyatakan sebagai pilihan yang mana bahwa agama dipercayai untuk 
membimbing tujuannya sebagai pegangan dalam mengahadapi kehidupan maupun 
sebagai pembelajaran bekal menuju kematian. Dan juga agama sebagai budaya, 
sepantasnya jika umat beragama terutama umat islam untuk melahirkan budaya 
yang islami, segala tindakn mereka selalu teratuju pada nilai-nilai ajaran Islam 
dalam berbagai aspek kehidupan mereka. 
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Kemudian menurut saya buku ini, sudah sangat baik menjelasakan secara 
mendetail mengenai teori-teori kaitannya dengan individu dan masyarakat, namun 
belum dipaparkan secara mendetail mengenai kaitan agama, inidividu dan 
fenomena masyarakat sosialnya. Sehingga belum dipaparkan di dalam buku 
inimengenai penerapannya dikehidupan nyata mengenai keberadaan individu 
(manusia) maupun agama didalam fenomena kehidupan sosial masyarakat. Yang 
dimana didalam penelitian pustaka saya, saya ingin lebih menggali bagaiamana 
bentuk nyata fenomena sosial yanag berkaitan langsung dengan karakter manusia 
dan tentu kaitannya dengan syaraiat Islam.Sehingga didalam buku ini lebih 
membahas mengenai teori-teori mutlak dari karakter individu, dan keberadaan 
agama di dalam masyarakat itu senidiri, tanpa dibahas lebih lanjut lagi bagaimana 
penerapannya didalam fenomena sosial masyarakat itu sendiri dengan memberi 
contoh konkrit didalam era modern pada saat ini. Yang dimana justru penjelasan 
inilah yang sangat saya butuhkan dalam penelitian saya dalam penelitian saya dan 
yang sangat saya perlukan. 
6. Studi Akhlak dan Perspektif Al Qur‟an oleh Drs.M. Yatmin Abdullah,  
Buku ini membahas mengenai bentuk-bentuk dari Akhlak yang baik 
(Akhlaqul Karimah) dan bentuk-bentuk dari Akhlak tidak baik (Akhlakul 
Madzmumah). Yang dimana Akhlak yang baik dapat dikatakan sebagai tingkah 
laku yang terpuji yang merupakan tanda kesempurnaan keimanan seseorang 
kepada Allah. Akhlaqul Karimah dilahirkan berdasarkan sifat-sifat terpuji. 
Sedangkan Akhlak buruk ialah suatu sifat tercela dan dilarang oleh norma-norma 
yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Apabilah seseorang 
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melaksanakannyaniscaya mendapat dosa dari Allah karena perbuatan tersebut 
adalah perbuatan yang tercelah dihadapan Allah. Makna dosa didalam syariat 
Islam ialah melakukan sesuatu hal yang dilarang, sehingga meninggalkan 
perbuatan yang diperintahkan. Dan juga dipaparkan didalam buku tersebut 
mengenai hubungan Akhlak dengan keadilan. Dan hubungan tersebut dlihat dari 
aspek menurut Undang-Undang. Dan didalam buku ini pun dijelaskan mengenai 
bagaimana agar akhlak kita dalam mendapatkan hak dan keadilan dan juga 
mendpatkan hak dan kewajiban. Dan juga di jelaskan didalam buku tersebut 
mengenai bagaimnakah hubungan akhlak dengan sains modern. Dan juga selain 
dilihat dari perspektif sains modern nya juga penulis memaparkan mengenai 
konsep akhlaqul karimah didalam Islam. 
Namun menurut saya yang menjadi pembedah dari buku ini ialah di dalam 
buku ini belum dijelaskan mengenai bagaimana peran lingkungan yang 
mempengaruhi akhlak manusia. Walaupun di awal pembahasaan didalam buku ini 
dijelaskan mengenai apa itu akhlak yang baik dan apapulah itu akhlak yang buruk. 
Namun menurut saya belum dipaparkannya pengaruh lingkungan terhadap akhlak 
seseorang.Karena yang ingin saya kaji dialam penelitian pustaka saya pun, selain 
kita mengetahui bentuk akhlak itu sendiri, maka kita pun harus mengetahui 
bagaiamana pengarauh lingkungan terhadap pembentukan atau terciptanya akhlak 
yang baik ataupun aklah yang tidak baik tersebut. 
 
18 
 
 
7. Islamic Economics oleh Andi Buchari (Praktisi Perbankan)  dan 
Veithzal Rivai (Cendekiawan Muslim). 
 Buku ini membahsa mengenai konsep harta dan kepemilikan dalam Islam, 
hukum ekonomi Islam, Ekonomi dalam perspektif Islam, dan perinsip Ekonomi 
Islam. Didalam menyajikan pembahsan konsep harta dan kepemilikan dalam 
Islam. Penulis membahas mengenai konsep harta yang dijelaskan menganai status 
harta itu sendiri bahwa semua harta baik benda maupun alat produksi adalah milik 
Allah, dan dijelaskan pula mengenai keseimbangan dalam kehidupan. Kemudian 
dijelaskan pula dalam hal pengertian kepemilikan, konsep kepemilikan, dan 
pemanfaatan kepemilikan dan bagaimana mekanisme Syariat Islam dalam 
mendistribusikan kekayaan ummatnya. 
8. Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Masyarakat oleh Aulia 
Muthiah.  
Buku ini menjelaskan tentang pengertian hukum Islam, kerangka dasar 
agama Islam yang mana kerangka dasar agama Islam terdiri dari Akidah, Syariah 
dan Akhlak. Kemudian buku ini juga menjelaskan mengenai sumber hukum 
Islam, bahwa sumber hukum Islam yaitu terdiri dari tiga adanya Al Qur‟an,As-
Sunah dan Ijtihad. Selain itu di bahas pula mengenai tujuan hukum Islam yang 
dikatakan juga Maqāsid al-syarī‟ah. Adapun tujuan hukum Islam itu terdiri atas 
pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan akal, pemeliharaan 
keturunan dan pemeliharaan harta benda. Yang secara umum sering dirumuskan 
bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang bahagia di 
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dunia dan di akhirat, dengan jalan mengambil yang bermanfaat dan mencegah 
yang akan membawa mudharat berupa ancaman kehidupan baik di dunia ataupun 
di akhirat kelak. Jadi sebenarnya tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup 
manusia baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. 
 Kemudian menurut saya buku ini sudah sangat baik didalam memaparkan 
meterinya. Namun adapun yang menjadi pembedah pada buku ini ialah tidak 
dibahas nya oleh penulis  dari segi bagaimanakah tujuan hukum Islam itu sendiri 
diaplikasikan didalam kehidupan di masa yang akan datang. Karena seperti yang 
kita ketahui bahwa jika kita berbicara mengenai tujuan hukum Islam maka yang 
akan berkaitan ialah mengenai kelangsungan hidup manusia atau mengenai 
kemaslahatan untuk manusia. Dan berbicara mengenai kelangsungan hidup 
manusia itu setiap waktu akan mengalami perkembangan. Dan dari perkembangan 
zaman tersebut lah maka akan sering kita jumpai mengenai adanya pnyimpangan-
penyimpangan baik dari aspek agama,sosial, ekonomi, hukum dan budaya. Dan 
ini lah menurut saya bahwa buku ini belum menjelaskan hal tersebut. 
Terkhususnya lagi yang akan saya bahas ialah dari aspek tujuan hukum Islam 
pada hal pemeliharaan harta benda. Dan didalam buku ini hanya membahas 
seputar intisari dari tujuan hukum Islam dalam hal pemeliharaan harta benda 
namun tidak mencakup membahas mengenai persepektif tujuan hukum Islam 
tersebut jika dikaitkan dengan era zaman modern dengan berbagai penyimpangan-
penyimpangan nya. 
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9. Hukum Islam Dinamika Perkembangan Masyarakat oleh Pujiono. 
Buku ini membahas mengenai hukum dan tertib sosial mencakup 
mengenai fungsi hukum dalam kehidupan manusia, manusia dan tertib kehidupan 
bermasyarakat, hukum dan perilaku masayarakat dan pendekatan sosiologis 
terhadap hukum. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai hukum Islam dan 
realitas sosial mencakup mengenai Maqāsid al-syarī‟ah ,al-maslahat sebagai tujuan 
hukum Islam, pengaruh Urf terhadap hukum Islam, realitas sosial dan 
pengaruhnya terhadap pembentukan hukum Islam dan konsep Fiqih Mu‟amalah 
dalam Islam. Yang mana lebih lanjut buku ini menjelaskan bahwa problematika 
masyarakat selalu berkembang dan berubah seiring dengan perkembangan dan 
perubahan masyarakat itu sendiri. Dengan demikian hukum Islam otomatis akan 
selalu berkembang dan berubah selaras dengan perkembangan dan perubahan 
waktu dan ruang yang melingkupnya. Inilah relevansinya hukum Islam dikatakan 
dinamis, elastis, dan fleksibel karena selalu cocok untuk semua masyarakat 
walaupun sudah berubah dan berbeda.  
 Kemudian menurut saya buku ini sudah sangat baik didalam memaparkan 
meterinya. Namun adapun yang menjadi pembedah pada buku ini ialah tidak 
dibahas nya mengenai adanya gambaran-gambaran perkembangan dan pergeseran 
perilaku kehidupan masyarakat. Bahwa penulis hanya menjelaskan sejauh mana 
hukum Islam berperan dalam mengatasi dan menyelsaikan jika adanya dinamika 
perkembangn ataupun pergeseran perilaku kehidupan manusia. Yaitu dengan 
berpedoman pada tujuan Syariat Islam itu sendiri.  Yang dimana didalam 
penelitian pustaka saya, yang akan saya jelaskan yaitu mengenai gambaran-
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gambaran dinamika perkembangan dan pergeseran perilaku manusia. Yaitu dari 
segi aspek kehatan Begal (al-Hirābah) ini jelaslah bahwa adanya kejahatan begal 
termasuk dalam dinamika perkembangan dan pergeseran perilaku manusia.  
10. Aqidah Akhlak Kontemporer oleh Nur Khalisah Latuconsina, 
S.Ag.,M.Pd.  
Buku ini membahas tentang hakikat Aqidah dan Akhlak itu sendiri, baik 
itu dipaparkan dari segi definisi, dasar hukum, tujuan, faktor-faktor yang 
mempengaruhi maupun pembagian dari Aqidah maupun Akhlak. Dan juga 
dipaparkan diadalm buku ini mengenai apa itu iman, islam, ihsan, mukmin, 
muslim dan muttaqim. Dan dibahas pula aliran-aliran dalam Islam, diantaranya 
Khawarij, Murijah,Jabariah,Mu‟tazilah, Asy‟ariyah dan Maturidyah, yaitu 
dimana Islam dapat dilihat pada dua sisi yaitu teologi dan pemikiran. Yang 
dimana jika dari teologis maka itu ada kaitannya dengan keimanaan dan bahkan 
mengenai hal-hal gaib dibalik kenyataan dan realitas kehidupan yang sedang kita 
jalani maupun kehidupan yang akan datang kelak. 
 Kemudian menurut saya buku ini belum memaparkan mengenai 
bagaimana keadaan onkrit atau penerpan kenyataan nya mengenai Aqidah Akhlak 
kontemporer itu sendiri. Kerena jika kita berpatokan pada judul dari buku ini 
sendiri, maka yang kita harapkan atau yang kan kita ekspektasikan ialah 
gamabaran atau kenyataan konkritnya dari bagaiamanakah Akidah Akhlak jika 
dibahsakan atau dikaji secra kontemporer. Karena seperti kita ketahui sendiri, 
bahwa jika kita berbicara mengenai akidah ataupun akhlak, itu jelas dimiliki 
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setiap orang itu berbedah-bedah. Terlepas apakah seseorang tersebut berakidah 
ataupun berakhlak yang baik atau seblaiknya berakidah atapun berakhlak yang 
tidak baik. Selain itu pulah tentunya kita mengetahui jika kita berbiacara 
mengenai Akidah Akhlak yang dimiliki setiap irang itu dapat berubah-ubah 
apalagi jika kita berada pada era yang semakin maju. Dan terkadang jika kita 
diamati di dalam kenyaataan nya. Perubahan dari setiap orang baik itu dalam hal 
Akidah  maupun Akhlak itu tidak dapat dipungkiri, terjadi pergeseran atau bahkan 
perubahan derastis karena perkembangan era zaman modern. Dan didalam buku 
ini pun tidak menjelaskan hal demikian, padahal jika kita berpatokan dengan 
substansi judul dari buku tersebut mungkin kita akan berekspektasi dalam hal 
yang disebutkan tadi diatas. Namun didalam buku ini tidak jelaskan hal demikian. 
Dan saya sebagai penelitian pustaka ini pun menghaapakan materi seerti yang 
telah saya paparkan dan jelaskan diatas. Karena didalam peneleitian pustaka saya , 
saya berharap akan menyajikan mengenai gambaran kenyataan dari Akidah dan 
Akhlak pada era zamana modern ini yaitu jika kita kaji secara kontemporer. 
Tujuannya agar pembaca bukan hanya mengetahui secra teori saja tetapi terdapat 
implemaentasi kenyataan nnya di era zamana modern saat ini.  
E. Metodologi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
 Jenis peneitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kepustakaan (Library Research). Salah satu jenis pada penelitian jika dilihat dari 
tempat diperolehnya data adalah penelitian kepustakaan (Library Research). 
Disebut penelitian kepustakaan karena data-data atau bahan-bahan yang 
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diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari perpustakaan 
baik beupa buku, ensiklopedia, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain 
sebagainya. Dalam mencari sumber bacaan, seorang peneliti harus selektif sebab 
tidak semua dapat dijadikan sebagai sumber data. Menurut Sumadi Suryabrata 
paling tidak ada dua criteria yang dapat digunakan untuk memilih sumber bacaan 
yaitu perinsip kemutahiran (recency) dan perinsip relevansi (relevance). Kecuali 
untuk penelitain historis, perlu dihindarkan penggunaan sumber bacaan yang 
sudah lama dan dipilih sumber yang lebih mutahir. Sumber yang telah lama 
mungkin memuat teori-teori atau konsep-konsep yang sudah tidak berlaku lagi, 
karena kebenarannya telah dibantah oleh teori yang lebih baruatau hasil penelitian 
yang lebih kemudian..14 Oleh karena itu untuk mendapatkan data-data atau bahan-
bahan dari buku-buku dan literature lainnya yang memenuhi kedua perinsip di 
atas memerlukan kejelian, ketekunan dan kerajianan dalam mencari data baik 
sumber data primer maupun sumber data sekunder. Pada penelitian pustaka 
penelusuran pustaka lebih dari pada sekedar membahas pada tujuan, fungsi dan/ 
atau kedudukan. Penelitan pustaka sekaligus memanfaatkan sumber perpustakaan 
untuk memperoleh data penelitiannya. Yang artinya penelitian pustaka membatasi 
kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan  yaitu melalui metode 
pengumpulan data dengan membaca dan mencatat serta mengolah bahan 
penelitian  tanpa memerlukan riset lapangan. 
 
                                                           
14Sumadi Syryabarata, Metodologi Penelitian(Jakarta: Rajawali Pers, 1995), H.11 
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2. Pendekatan Penelitian 
 Dalam proses penyelesaian penelitian ini, penulis menggunakan 
pendekatan multidispliner, yaitu Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah pendekatan pendekatan teologis normative/ Syar‟idan pendekatan Yuridis 
Formal. Penelitian ini tergolong library research, data dikumpulkan dengan 
mengutip, menyadur, dan mengenlisis dengan menggunakan analisis isi (content 
analysis) terhadap literature yang representative dan mempunyai relevansi dengan 
masalah ang dibahas, kemudian mengulas, dan menyimpulkannya. 
a. Pendekatan Teologi Normatif (syar‟i) 
Yaitu merupakan bentuk penelitian dngan menggunakan metode dengan 
cara memahami agama secara harfiah dan juga sebagai upaya memahami agama 
dengan menggunakan pemahaman ilmu keTuhanan, dengan di yakini akan wujud 
empiric dari suatu keagamaan dapat dianggap sebagai yang paling benar 
dibandingkan dengan hal yang lainnya. Pendekatan Teologi Normatif (syar‟i) ini 
dapat diartikan sebagai studi Islam yang mencakup masalah dari sudut legal 
formal ataupun dilihat dari segi normatifnya. Sehingga kita dapat menyimpulkan 
bahwa pendekatan Teologi Normatif (Syar‟i) lebih mengkaji dan mendalami studi 
Islam melalui apa yang telah di syariatkan di dalam Al Qur‟an dan Hadits. 15 
Yaitu dimana di penerapan penelitian pustaka ini, penulis menitik beratkan 
penelitian dengan lebih mengkaji dan mendalami studi Islam melalui apa yang 
                                                           
15Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan(Jakarta: Yayasan Pustaka Obor 
Indonesia, 2004), h.5 
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telah di syariatkan atau yang telah tertulis di dalam Al Qur‟an dan Hadits.Yaitu 
dengan disertai bentuk ayat-ayat Al Qur‟an dan Hadits yang berisikan mengenai 
Syariat Islam atas pengharamaan atas setiap tindakan dan ucapan yang menyentuh 
kehormatan manusia. 
b. Pendekatan Yuridis formal (Pendekatan melalui Undang-Undang ataupun 
peraturannya) 
Yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai dengan analisa 
terhadap pasal-pasaldalam peraturan perundang-undangan yang mengatur 
terhadap masalah penelitian.Didalam penelitian ini digunakan deskriptif analitis 
yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan 
menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah 
pemecahan perkara pidana dan menggambarkan peraturan perundang-undangan 
yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menyangkut permasalahan 
penelitian. 
3. Sumber Data 
 Dalam penelitian proposal ini penyusun dalam hal ini menggunakan 
sumber data primer yang digunakan adalah Al Qur‟an, Hadist dan buku-buku 
tentang Hukum Syariat  Islam dan buku-buku Maqāṣid al-syarī‟ah, Seperti buku 
karangan A. Rahman I. Doi dan pada buku karangan Abdul Wahid Haddade. 
Sedangkan data sekundernya bersumber dari kamus, ensiklopedia, majalah, berita 
di Koran dan ertikel-artikel yang terkait. Misalnya data sekunder yang penyusun 
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gunakan yaitu  berita-berita ataupun artikel berita di Media mengenai kejahatan 
Begal (al-Hirābah) yang terjadi di kota Makassar 
 Dalam penulisan proposal skripsi ini, penyusun dalam hal ini melakukan 
penelitian dengan berdasarkan sumber-sumber kepustakaan data yaitu untuk 
mengumpulkan data yang dipaparkan. Adapun sumber data yang dimaksudkan 
ialah mengumulkan data yaitu dengan cara membaca literatur-literatur yang 
mempunyai adanya hubungan keterkaitan dan relevansi terhadap masalah pokok 
dan sub masalah. Begitupun dalam hal penggunaan metode dokumentasi yaitu 
dengan mencari data mngenai hal-hal yang berupa catatan penting, buku pedoman 
mengenai pemahaman syariat Islam dan juga Al Qur‟an mupun Hadits yang 
memiliki keterkaitannya dengan masalah pokok dan sub masalah yang akan 
diteliti didalam skipsi ini. 
Oleh karena penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka data primer 
sebagai data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama (melalui 
wawancara) tidak digunakan. Lazimnya, sumber data yang digunakan dalam 
penelitian pustaka (Library research) adalah data sekunder (secondary data) 
berupa data yang diperoleh dari berbagai literature atau refrensi seperti buku, 
jurnal, majalah, dokumentasi serta data tertulis lainnya yang berhubungan dan 
sangat membantu penelitian. Data sekunder yang digunakan terdiri atas sumber 
hukum primer dan sumber hukum sekunder.Dalam pengumpulan dari sumber 
bacaan ini digunakan dua metode kutipan sebagai berikut: 
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a. Kutipan Langsung, yaitu langsung mengutip pendapat atau tulisan 
orang lain secara langsung sesuai dengan aslinya, tanpa sedikitpun 
merubah susunan redaksinya. Mengutip secara langsung dapat 
diartikan mengutip pendapat dari sumber aslinya. 
b. Kutipan tidak langsung , merupakan kutipan tidak menurut kata-kata 
sesuai dengan yang dikutip, tetapi menurut pokok pikiran atau 
semangatnya, dan dinyatakan dalam kata-kata dan bahan penyusunan 
sendiri. Penulisan kutipan tidak langsung panjang dan pendeknya juga 
akan dibedakan untuk kepentingan kejelasan. 
 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Adapun data yang digunakan didalam pembahasan skripsi ini ialah bersifat 
kualitatif. Dalam hal ini pnyusun mengolah data dengan mengguunakan konsep 
yang dapat menduung pembahasan didalam skripsi ini. Adapun konsep yang 
dipergunakan penyusun didalam mengolah data ialah menggunakan metode:  
a. Metode induktif, yautu penulis menganalalisi data dengan bertolak dari 
hal-hal khusus ke umum. Misalnya dengan menguraikan fakta-fakta lebih 
dahulu barulah kemudian dirumuskan menjadi suatu kesimpulan .16 
b. Metode deduktif, yaitu  penulis mengenalisis data  dengan menerapkan 
hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam 
bagian-bagiannya yang khsusus. Atau dengan kata lain mengenalisis 
datadari kesimpulan umum yang kemudian diuraikan menjadilah contoh-
contoh yang konkrit atau dengkat lain fakta-fakata yang diketahui itu akan 
menjelaskan kesimpulan.17 
                                                           
16http://www. indraachmadi.blogspot.com/2014/11/penalaran-metode-ilmiah-induktif-
dan.html, diakses pada tanggal 10 Oktober 2018, pada pukul 09.21 WITA 
17http://www.indraachmadi.blogspot.com/2014/11/penalaran-metode-ilmiah-induktif-
dan.html, diakses tanggal 09 januari 2019, pukul 09.50 WITA 
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c. Metode komperatif, yaitu penulis pada metode ini membandingkan dari 
pernyataan umum dan pernytaan khusus pada data yang diperoleh. Yang 
kemudian setelah dibandingkan barulah ditarik kesimpulan pada data yang 
diperoleh pada saat penelitian. 
 
5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
a. Pengolahan data 
 Pengolahan data dapat diartikan sebagai rangkaian proses mengelolah data 
yang diproses kemudian diartikan dan diinterprentasikan sesuai dengan tujuan, 
rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini 
anatara lain: 
1) Identifikasi data adalah pengenalan dan pengelompokan data sesuai 
dengan judul penelitian yang memiliki hubungan yang relevan. Dan 
yang diambil adalah data yang berhubungan dengan materi Syariat 
Islam, Maqāṣid al-syarī‟ahdan Hukum Pidana Islam. 
2) Reduksi data adalah kegiatan memilih dan memilah data yang relevan 
dengan pembahasan agar pembuatan skripsi  menjadi efektif dan 
mudah dipahami oleh pembaca serta tidak berputar-putar dalam 
pembahasan suatu masalah. 
3) Editing data yaitu proses pemeriksaan data hasil penelitian yang 
bertujuan untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan data 
yang akan dideskribsikan dalam menentukan pokok jawaban 
permaslahan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data 
yang berkualitas dan factual sesuai dengan literature yang didapatkan 
dari sumber bacaan. 
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b. Analisis Data 
 Adapun teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini 
adalah menggunakan teknik analisi deskriptif kualitatif yang dimana bertujuan 
untuk mendeskripsikan hal-hak yang dapat mendukung kelengkapan data didalam 
penelitian ini, dalam hal ini khususnya mengenai bagaiamanakah kandungan Ayat 
Al Qur;an maupun Hadits yang berisikan Syariat Islam mengenai Syariat Islam 
pengharaman atas tindakan kejahatan Begal pada aspek Maqāṣid al-
syarī‟ahpemeliharaan harta benda. Dan juga melalui teknik analisis data berupa 
observsi atau pengamatan melalui media digital, misalnya dengan menganalisis 
data berupa kejadian-kejadian fenomena kejahatan Begal yang pernah terjadi. 
Lalu melalui informasi dan data yang dapat kita pada media digital ataupun 
majalah dan koran maka akan mempermudah penulis dalam memperoleh 
informasi dan data untuk dikaji lebih lanjut lagi 
F. Tujuan dan Keguaan Penelitian 
 
1. Tujuan Penelitian 
        Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab 
rumusan masalah yang diapaparkan diatas, yaitu sebagai berikut: 
a. Tujuan Umum Penelitian 
Untuk mengentahui Syariat Islam mengenai Pengharaman atas Tindakan 
Kejahatan Begal (al-Hirābah) pada aspek Maqāṣid al-syarī‟ah  tentang 
Pemeliharaan Harta Harta Benda . 
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b. Tujuan Khusus Penelitian 
1) Untuk mengetahui ketentuan-ketentuan dari Syariat Islam dalam   
hal adanya tindakan kejahatan Begal (al-Hirābah).  
2) Untuk mengetahui aspek Maqāṣid al-syarī‟ah pada pemeliharaan 
harta benda dalam hal menyikapi dan memberikan 
kemaslahatan(manfaat ) serta solusi terhadap adanya tindakan 
kejahatan Begal (al-Hirābah) 
3) Untuk mengetahui gambaran umum kondisi harta benda korban 
setelah mengalami kejahatan Begal (al-Hirābah) 
 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Kegunaan Teoritis 
1) Dapat menambah wawasan mengenai ketentuan Syariat Islam dalam 
hal kewajiban memelihara harta benda. 
2) Dapat menambah wawasan mengenai pemahaman dari aspek Maqāṣid 
al-syarī‟ah dengan tujuan pemeliharaan harta benda. 
3) Dapat menambah wawasan mengenai peran atau kedudukan hukum 
Islam (Syariah Islam) dalam menyikapi adanya kejahatan Begal (al-
Hirābah) 
 
b. Kegunaan Praktis 
1) Dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas sebagai landasan atau 
pedoman hidup, mengenai ketentuan-ketentuan dalam tujuan hukum 
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Islam yang tercantum pada aspek Maqāṣid al-syarī‟ahyaitu 
memelihara agama, jiwa, akal dan harta benda. 
2) Dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang terlibat seperti pmerintah 
ataupun pihak keamanan negara yaitu kepolisian, guna senantiasa 
menjaga keadialan dan kepastian hukum jika menangani adanya 
kasus kejahatan begal. 
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BAB II 
TINJAUN UMUM TENTANG KEJAHATAN BEGAL 
A. Pengertian Tindakan Kejahatan Begal (al-Hirābah) dan Dasar Hukum 
Pengharaman Kejahatan Begal (al-Hirābah) 
Kata Begal pada dasarnya merupakan bentuk majas dari kata mencuri, hanya 
saja dalam bentuk perbuatannya begal memiliki ciri tersendiri yaitu melakukan 
perampasan di jalan sesuai dengan ketentuan hukum Pidana Islam bahwa prbuatan 
perampasan di jalan atau pembegalan dikenal dengan Jarimah Hirābahatau Qaṭ‟ut 
tarȋq. Kemudian kata Hirābah diperoleh dari kata al-Harb yang artinya perang. 
Sedangkan untuk pengertian dasarnya ialah melampaui batas dan merampas harta 
benda milik orang lain, sedangkan qaṭ‟ut tarȋqdisebut juga dengan para pemutus 
jalan, karena membuat terputusnya orang-orang yang sedang lewat dijalan 
disebabkan takut terhadap pelaku.1 
Kejahatan Begal menurut kamus Bahasa Indonesia disebut sebagai bentuk 
perbuatan merampas milik orang dijalan. Sedangkan menurut pakar ilmu  
Kriminologi Muhammad Mustofa bahwa kejahatan Begal sudah lama terdengar 
dan diketahui di dunia kejahatan. Bahkanpun kejahatan Begal sudah terjadi sejak 
pada zaman kekaisaran di negara Cina ataupun sudah ada pada zaman kerajaan di 
Indonesia. Kemudian menurut Muhammad Mustofa, bahwa kata Kejahatan Begal 
banyak ditemukan dalam literature Bahasa Jawa, yaitu “Begal itu merupakan 
                                                           
1Nur Irfan, Hukum Pidana Islam(Jakarta: Sinar Grafik Offset, 2016), h. 63 
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perampokan yang dilakukan ditemapat yang sepi dan mengangu orang yang 
ditempat itu, yang membawa harta benda.2 
Dalam Al-Quran pun Allah menamakan Kejahatan Begal (al-Hirābah) 
dikatakan sebagai bentuk orang-orang yang memerangi Allah dan RasulNya dan 
juga termasuk dalam golongan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka 
bumi. Dikatakan menrut pandangan Imam Syafi‟I memberikan pengertian al-
Hirābah sebagai berikut: 
Menurut Bahasa, kejahatan Begal (al-Hirābah) ialah pembegalan atau 
pencurian besar atau qaṭ‟ut tarȋq. Menurut pandangan Abu Hanifah, Ahmad dan 
Syi‟ah Zaidiyah 
 ِمٍْ ِبَسنا بَخا ًنا ُدُٔشُخنا اَزْ ْيَّدأ ارا ِتَبن بَغ ًُ نا ِمٍِبَس ًَهَع ِلب ًَ نا ِزَْخلا ُدُشُخنا َُّباَشِحنأ  زَخأ ْٔ أ
نأأ ِلب ًَ.ٌبَسَْ ِا َمَتق 
Artinya: 
Hirābah ialah keluar untuk mengambil harta dengan jalan kekerasaan yang 
realisasinya manakut-nakuti orang yang lewat di jalan, atau membunuh 
orang.3 
 
Menurut Istilah, diperoleh dari pandangan Syafi‟yah bahwa 
 َع ِذُعبنا َعَي ِتَكَّٕشنا ًَهَع ادب ًَ ِتِْعا َةَشب َبقُي ِةبَع ِسا ٔأ َِمَتَقن ْٔ أ ِلبَي ِزََخِلا ُصَُٔشبنْا ًَ ِْ  َُّبا َشحنا َٔ ٍ
.ِثَٕغنا 
 
                                                           
2Hamzah Hasan, Hukum Pidana Islam II (Watampone: Penertbit Syahadah, 2016), h. 183. 
3
  Abd. Qadir Audah, At-Tasyri‟ al-Jinai al-Islami, Juz, II, h. 639 
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Artinya: 
Hirābah ialah ke luar untuk mengambil harta, atau membunuh, atau 
mankut-nakuti dengan cara kekerasan, dengan berpegang ada kekuatan 
dan jauh dari pertolongan (bantuan). 4 
 
Dan kejahatan Begal (al-Hirābah) menurut terminology syariat disebut juga  
qaṭ‟ut tarȋq. Artinya keluarnya sekelompok bersenjata dari Darul Islam untuk 
melakukan kekacauan, menumpahkan darah, merampas harta, meruntuhkan harga 
diri, merusak ladang dan keturunan. Dengan tindakan tersebut mereka melawan 
agama, akhlak, aturan dan undang-undang. Dalam hal ini tidak ada bedanya 
apakah kelompok tersebut berasal dari kalangan kaum muslimin, kafir 
dzimmi,kafir mu‟ahid, ataupun kafir harbi. Selama aktivitasnya dilakukan di 
lingkungan Darul Islam, selama kelalaian mereka menimpa kalangan yang 
darahnya dilindungi, baik kaum muslimin aupun kafir dzimmi. Al-Hirabah dinilai 
sebagai salah satu tindakan kejahatan terbesar, karena itu Al-Quran menyebut 
pelakunya dengan kata-kata keras, Al-Qur‟an menilai mereka memerangi Allah 
dan Rasul-nya, menebarkan kerusakan di muka bumi dan meperberat 
hukumannya tidak seperti tindakan kejahatan.5 
Oleh karena itu menurut Imam Malik setiap orang yang bermaksud 
mengambil harta dan tidak memungkinkan korban untuk minta tolong. Hirābah 
ialah menakut-nakuti di jalan baik dengan tujuan ingin mengambil harta maupun 
tidak. Sehingga dari keseluruhan pandangan mengenai definisi ataupun pengertian 
                                                           
4
 Abd. Qadir Audah, At- Tasyri‟ al-Jinai al-Islami, Juz II, h 640 
5
 Sayyid Sabiq, Ringkasan Fiqih Sunnah (Depok: Senja Media Utama, 2017), h. 495 
35 
 
 
 
dari Kejahatan Begal (al-Hirābah) bahwa pembegalan ialah mengambil harta 
orang lain secara terang-terangan yaitu dengan menakut-nakuti, serta disertai 
dengan adanya kekerasan yang dilakukan oleh pelaku baik itu dilakukan oleh satu 
orang atau lebih terhadap pengguna jalan yang mengakibatkan terputusnya 
perjalanan korban dan kehilangan nya harta benda mereka. 
Adapun dasar hukum mengenai pengharaman kejahatan Begal (al-Hirābah) 
yaitu terdapat dalam Q.S Al Maidah/5:33 
                        
                            
                    
Terjemahnya: 
Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan 
membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong 
tangan dan kaki mereka secara bersilang, atau diasingkan dari tempat 
kediamannya. Demikian itu keginaan-kehinaan bagi mereka di dunia, dan 
di akhirat mereka mendapatkan azab yang besar.6 
 
Kata begal telah ada dalam ramalan raja Kediri, Prabu Jayabaya (1135-
1157): Begal pada ndhugal, rampok padha keplok-keplok. Ramalan tersebut 
ditafsirkan oleh Sindung Marwoto dalam Ramalan Prabu Jayabaya: Mengungkap 
Tanda-tanda Zaman: “Pencopet, perampok, perompak, maling dan sejenisnya 
semakin kurang ajar. Dia melakukan aksinya dengan sembunyi-sembunyi maupun 
                                                           
6
 Nur Irfan, Hukum Pidana Islam,  h. 63 
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terang-terangan. Ia menjarah-rayah harta orang lain dengan semena-mena. Ia 
bersorak-sorak karena merampok semakin mudah dan hasilnya semakin banyak, 
resiko perbuatan mereka semakin kecil. Kalau toh tertangkap dan masuk penjara, 
mereka dengan sangat mudah menyuap pejabat hukum untuk melepaskan. 
Sebelum bertobat, Sunan Kalijaga dikisahkan pernah menjadi kejahatan Begal.  
Selain begal, sejarawan Suhartono mencatat istilah lain yaitu perampok, 
penyamun, kecu, koyok, dan culeng. Kecu dan rampok terdiri dari kawanan yang 
lebih dari 20 orang, koyok lebih dari 5 orang, dan culeng lebih dari tiga orang. 
Pada 1919-1921 di setiap September, selalu ada sekali peristiwa kecu.  
Dalam bahasa fiqih Begal dimaknai sebagai segerombolan orang yang 
saling tolong menolong dan bantu membantu dalam melaksanakan maksud 
mereka, mengganggu orang-orang di jalanan, merampas harta benda dan tidak 
segan-segan membunuh. Demikianlah definisi qutthout thariq dalam at-Tadzhib fi 
adillati matnil ghayah wattaqrib. Keberadaan begal yang sangat meresahkan 
masyarakat dan mengganggu ketentraman umat tidak dapat dimaafkan. 
Pembegalan, perampokan dan kekerasan semacamnya, sebagaimana merupakan 
dosa besar yang harus dihukum. Dengan jelas al-Qur‟an menerangkan hukuman 
bagi begal dalam Qur‟an Surah Al-Maidah ayat 33 . Sesungguhnya pembalasan 
terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat 
kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong 
tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat 
kediamannya). Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka 
didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. Sehingga dapat 
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dikatakan bahwa (al-Hirābah) sebutan untuk bentuk kejahatan Begal menurut 
pandanagan hukum Islam atau menurut pandangan ahli Fiqih sebagai bentuk 
seseorang yang melakukan tindakan memerangi Allah dan RasulNya dan dan 
melakukan kerusakan di muka bumi.  
Ibnu Abbas sebagaimana diterangkan Imam Syafi‟i dalam al-Umm 
berpendapat bahwa yang dimaksud dengan membuat kerusakan di bumi adalah 
berbuat sesuatu di muka bumi yang dapat merusakkan kehidupan, seperti 
membunuh jiwa dan merampok harta benda, atau menggaggu ketentraman 
masyarakat. Menurut ulama modern termasuk dalam kategori perampok dan begal 
adalah koruptor, pengemplang pajak negara dan juga pencuri kayu dihutan 
lindung. Karena posisi mereka yang merusak stabilitas ekonomi negara dan 
semakin menyengsarakan nasib bangsa. Dalam rangka penerapan ayat Al-Qur‟an 
di atas, ulama fiqih mengklasifikasi pembegal dalam empat bagian, sebagaimana 
diterangkan Abi Suja dalam Ghayat wat Taqrib. Pembegal itu ada empat macam: 
1. apa bila begal itu membunuh tanpa mengambil harta maka hukumannya 
dibunuh. 
2. Apabila begal itu membunuh dan mengambil harta, maka hukumannya di 
bunuh dan disalib . 
3. Apabila begal itu hanya mengambil harta (tidak membunuh) maka 
hukumannya dipotong tangan atau kaki secara bersilangan (tangan kanan 
dan kaki kiri untuk pembegalan pertama, dan tangan kiri kaki kanan untuk 
pembegalan kedua. 
4. Apabila begal itu hanya menakut-nakuti orang yang lewat tidak 
mengambil harta dan membunuh maka hukumannya adalah dipenjara dan 
dita‟zir. 
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Hukum pidana Islam secara umum membagi kejahatan yaitu dimana terdapat 
kejahatan Hudud, kejahatan Qisas dan kejahatan Takzir. Yang kemudian yang 
akan saya paparkan lebih lanjut yaitu mengenai bagian dari  kejahatanHudud. 
Kejahatan Hudud  terdiri dari 7 jenis kejahatan Zina, pencurian, minum-minuman 
keras, pemberontakan, Murtad dan juga termasuk yaitu Perampokan di jalan (al-
Hirābah). Kejahatan-kejahatan yang disebutkan diatas dapat terjadi sebagai 
kejahatan personal, Interpersonal maupun kejahatan sosial masyarakat. 
Terwujudnya suatu rasa aman bagi kehidupan manusia adalah sesuatu yang 
cukup sulit untu terealisasi. Oleh sebab itu tedapat banyak ayat Al-Quran dan 
Hadist yang menandakan bentuk perhatian Islam terhadap pemeliharaan dan 
perlindungan keamanan jiwa dan keamanan harta benda dan bagaimana agar 
dapat terealisasi dalam kehidupan. Bahkan kerena pentingnya masalah tersebut. 
Allah Swt mengaitkan rasa aman dengan keimanan didalam diri manusia. Yang 
artinya jika keImanan seseorang hilang, maka tidak akan terwujud rasa aman. 
Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS al-An‟am/6:82 
                             
Terjemahnya:  
Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukan iman mereka 
dengan kezaliman, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan 
keamanan7 
 
                                                           
7
 Kementrian Agama RI, Al-Majid Al Qur‟an dan Terjemahannya, Jakarta: PT Akbar 
Mdia Eka Sarana, 2010),h. 138 
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Selain itu mengapa kejahatan Begal (al-Hirābah) sangat dilarang di dalam 
hukum Islam karena akan menimbulkan kejadian dimana tersangka akan 
menganiaya pelaku bahkan terkadang sampai kehilangan nyawa selain itu juga 
akan menimbulkan kehilangan harta benda si pelaku yanag dirampas secarakasar 
oleh si pelaku. Oleh karena itu salah satu Hadist menyatakan mengenai larangan 
menyakiti sesama manusia yaitu ada pada hadist: 
- ٍَْهَع ُ َّاللَّ ىَّهَص ُ َّاللَّ ُل ْٕ ُسَس َلَبق :َلَبق ب ًَ ُُْٓ َع ُ َّاللَّ ًَ ِضَس ِصبَعْنا ٍِ ْب ِٔش ًْ َع ٍِ ْب ِ َّاللَّ ِذْبَع ٍْ َع َٔ ِّ
َىَٓ  بَي َشََجْ ٍْ َي ُشِج َبٓ ًُ ْنا َٔ  ,ِ َِذٌ َٔ  ِّ َِبَُسِن ٍْ ِي ٌَ ٕ ًُ ِهْس ًُ ْنا َىِهَس ٍْ َي ُِىهْس ًُ ْنا(( :َىَّهَس َٔ  .))ُُّْ َع ُ َّاللَّ
)ٍّهع قفتي( 
Artinya:  
Dari Abdullah bin Amr bin al-Ash, dia berkata bahwa Rasulullah 
bersabda: “ Seorang Muslim adalah oranag yang kaum Muslimin dapat 
selamat dari ulah lidah dan tangannya, dan orang yang berhijrh adalah 
orang yang menjauhi apa yang dilarang oleh Allah.”( HR. Muttafaq 
„alaib).8 
 
Sehingga hilangnya keamanan dalam masyarakat menyebabkan berbagai 
masalah yang merugikan kehidupan manusia baik secara individu maupun dalam 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Diantara bentuk kejahatan 
yang diberi perhatian khusus dalam Islam dan juga memiliki dampak besar 
hilangnya rasa aman dalam masyarakat yaitu pencurian dan perampokan disertai 
pula pembunuhan yang dikenal dengan istilah kejahatan Begal. Kemudian 
menurut para ulama ahli fikih kejahatan Begal ialah aksi pencegatan yang 
dilakukan secara arogan dan terangan-angan untuk merampas harta sesorang 
                                                           
8
 Imam  An-Nawi, Syarah Riyadhush Shalihin, (Jakarta:PT Pustaka Imam Asy-Syafi‟I, 
202), h.162 
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ataupun dengan membunuh atau menakut-nakuti, membunuh dan menganggu 
orang yang melewati suatu jalan.9 
         Islam memandang bahwa terwujudnya rasa aman bagi setiap individu dan 
masyarakat bukanlah hanya sebatas hak mereka, lebih dari itu bahwa rasa aman 
suatu yang wajid diwujudkan dan diperjuangkan demi terujudnya. Dalam hal 
mewudujkan rasa aman merupakan kewajiban syar‟i yang hendakanya 
terealisasiskan. Masalah keamanan merupakan masalah yang sangat penting, 
sehingga atas dasar itulah Nabi Ibrahim As memohon kepada Allah Swt untk 
memperoleh keamaanan sebelum meminta kemudahan rezeki. Sebab jika orang 
yang didera oleh rasa takut, tidak akan bisa menikmati lezatnya makan dan minum 
Allah Swt menceritakan permohonan Nabi Ibrahim As yaitu terdapat pada Firman 
Allah Swt QS al-Baqarah /2: 126 
                            
                                 
          
Terjemahnya:  
Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berdoa: Wahai Rabbku, jadikanlah negeri 
ini negeri aman sentausa dan berikanlah rizki dari buah-buahan kepada 
                                                           
9Hamzah Hasan, “Ancaman Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Begal 
MengurangiTingkat Kejahatan Begal di Kota Makassar”, Ad-Daulah 5, no.1 (2016) h.80 
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penduduknya yang beriman dianatara mereka kepada Allah dan hari 
kemudian.10 
 
Salah satu bentuk kejahatan yang sanagat meresahakan masyarakat ialah 
kejahatan Begal (al-Hirābah). Kejahatan ini dalah hukum pidana Islam dikenal 
dengan istilah al-Hirābah, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  (KUHP) tidak 
memuat mengenai pengertian kejahatan Begal dalam ketentuan umumnya. 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam mengklasaifikasi kejahatan Begal 
itu diidentikkan dengan pencurian kekerasan atau mengambil barang yang bukan 
haknya baiknya sebagian maupun keseluruhan yang didahului, diikuti atau disertai 
dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud 
mempersiapkan dan mempermudah kejahatan itu dilakukan. Dan yang 
berkembang pada saaat ini menunjukkan bahwa pelaku kejahatan Begal atau 
kejahatan lainnya semakin merajalelela. Pelakunya pun rata-rata banyak yang 
berusia muda dianatara 17-20 tahun. Kejahatan seperti ini sebenarnya sudah 
dikenal sejak lama tercatat sejak awal tahun 2000an juga sudah ada kejahatan 
Begal. Dan yang sering sekali kita lihat dan terjadi disekitar kita bahwa kejahatan 
Begal itu identik dengan motor-motor tak kencang. Sasarannya orang-orang 
terkhusus perempuan yang membawa tas samping. Biasanya pun pelaku, pelaku 
menarik tas tersebut, kadang korbannya jatuh dan terseret beberapa meter, 
sehingga menyebabkan korbannya terluka dan bahkan menunggal dunia.11 
                                                           
10
 Kementrian Agama RI, Al-Majid Al Qur‟an dan Terjemahannya, Jakarta: PT Akbar 
Mdia Eka Sarana, 2010),h. 19 
11Hamzah Hasan, Hukum Pidana Islam II,h. 183. 
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B. Unsur- Unsur Tindakan Kejahatan Begal 
Unsur unsur pokok pada tindakan kejahatan Begal yang dilakukan dengan 
sengaja, dilakukan di jalan umum ataupun diluar pemukiman korban maupun pula 
di dalam kota, yang dilakukan secara terang-terangan, serta adanya unsur 
kekerasan atau ancaman kekerasan. Disamping itupun unsur-unsur  yang terdapat 
dalam tiadi unsur ndak pidana pencurian menjadi unsur dalam bentuk tindakan 
kejahatan Begal (al-Hirābah), misalnya barang itu telah berpindah tangan dari 
tangan pemiliknya ke tangan pencuri.Kemudian yang menjadi pokok antara 
pencurian dengan perampokan, jika pencurian dilakukan secara diam-diam, 
sedangkan pada perampokan secara terang-terangan ataupun disertai dengan 
kekerasan. Adapun cara yang kemungkinan dilakukan dalam perampokan itu ada 
beberapa kemungkinan: 
1. Seseorang pergi dengan maksud untuk mengabil harta secra terang 
menerang dan mengadakan intimidasi, namun tidak jadi mengambil harta 
dan tidak membunuh. 
2. Seseorang keluar dengan maksud untuk mengambil harta dengan terang-
terangan dan mengambil harta tetapi tidak membunuh 
3. Seseorang berangkat dengan niat merampok, kemudian membunuh tetapi 
tidak mengambil harta korban 
4. Seseorang pergi untuk merampok kemudian ia mengambil harta dan 
membunuh pemiliknya. 
Disamping itu, berdasarkan definisi yang dikemukakakan oleh para ulama, 
sehingga dapat diketahui bahwa yang merupakan bentuk-bentuk tindak pidana 
Kejahatan Begal ialah meliputi: 
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1. Keluar untuk mengambil harta secara kekerasan, kemudian pelaku hanya 
melakukan intimidasi, tanpa mengambil harta dan tanpa mempunuh pun. 
2. Keluar untuk mengambil harta secara kekerasan, kemudian ia mengambil 
harta tanpa membunuh 
3. Keluar untuk mengambil harta secara kekerasan, kemudian melakukan 
pembunuhan tanpa mengambil harta 
4. Keluar untuk mengambil harta secara kekerasan, kemudian ia mengambil 
harta dan melakukan pembunuhan. 
Dan apabila seseorang melakukan salah satu dari keempat bentuk tindak 
pidana kejahatan Begal tersebut maka ia akan dianggap sebagai pelaku kejahatan 
Begal (al-Hirābah) selagi ia keluar dengan maksud untuk mengambil harta 
dengan kekerasan. Akan tetapi , apabila seseorang keluar untuk atau dengan 
maksud mengambil harta, tetapi tidak melakukan intimidasi, dan tidak mengambil 
harta, serta tidak melakukan pembunuhan, maka ia tidak dianggap sebagai pelaku 
kejahatan Begal, walaupun perbuatan itu tetaplah tidak dibenarkan dan temasuk 
dalam pebuatan maksiat yang dikenakan pula hukuman Takzir.12 
 Adapun yang menjadi unsur-unsur kejahatan Begal atau Jarimah Hirābah 
menurut pandangan Imam Syafi‟ diambil dari bentuk perbuatan yang dilakukan 
yakni pertama, merampas hartanya saja. Kedua, membunuh saja tanpa disertai 
dengan adanya perampasan. Ketiga, membunuh dan disertai dengan perampasan 
harta. Keempat, adanya perbuatan menakut-nakuti saja. Sedangkan menurut 
pandangan Imam Hanafi bahwa bentuk perbuatan yang dilakukan yakni pertama, 
para pelaku kejahatan Begal merapas hartanya saja atau mengambil dengan 
                                                           
12
 Daud Ali, Hukum Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h.14 
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perlawanan. Kedua, mereka hanya membunuh tanpa disertai dengan perampasan. 
Ketiga, mereka membunuh dan merampas harta. Dan  keempat mereka hanya 
menakut-nakuti.13 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dapat dikategorikan sebagai unsur-
unsur kejahatan Begal ialah: 
1. Terang-terangan , walaupun para jumhur ulama berpendapat bahwa syarat 
begal yang dijatuhi  hukuman had ialah yang dilakukan secara terang-
terangan karena jika dilakukan secara asembunyi-sembunyi ialah pencuri 
dan had nya berbedah. 
2. Menggunakan senjata , meskipun para ulama tidak sepakat dalam masalah 
syarat penggunaan senjata dalam kejahatan Begal dimana sebagian ulama 
berpendapat bahwa pemaksaan, berkelahi, mengancam sudah termasuk 
dalam kategori kejahatan Begal  maka dengan adanya penggunaan senjata 
lebih berhak lagi dimasukkannya dalam kategori kejahatan Begal yaitu 
menurut pandangan Imam Abu Hanifah yang mensyartakan adanya 
penggunaan senjta meski pun hanya sekedar batu atau kayu. 
Memotong jalan , dengan adanya penjegatan atau pemotongan jalan ataupun 
dengen memberhentikan kendaraan sampai berhenti menunjukkan adanya 
pemotongan jalan ini jelas merupakan bentuk kejahatan Begal. Bahkan Begal asal 
mulanya ialah Qaṭ‟ut tarȋq yang artinya meotong jalan. 
C. Kategori Syarat-Syarat Pelaku Tindakan Kejahatan Begal (al-Hirābah) 
Hukuman akan dijatuhkan kepada pelaku kejahatan Begal (al-Hirābah) jika 
telah memenuhi seju mlah syarat. Diantaranya, yaitu adanya syarat-syarat untuk 
                                                           
13Hamzah Hasan, Hukum Pidana Islam, h. 183. 
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kategori yang termasuk dalam pelaku kejahatan Begal, dan syarat-syarat tempat 
kejadian aksi pembegalan tersebut. Adapun yang menjadi syarat-syarat pelaku 
kejahatan pembegalan (al-Hirābah) Kejahatan Begal (al-Hirābah) itu dapat 
dilakukan oleh perorangan dan dapat juga dilakukan oleh kelompok yang 
memepunyai kemampuan untuk melakukan kejahatan Begal. Menurut pandangan 
Imam Abu Hanifah dan Ahmad mensyaratakan kategori pelaku tindakan 
kejahatan Begal tersebut harus memiliki dan menggunakan senjata, seperti 
tongkat, kayu ataupun batu. Tetapi berbedah dengan pandangan dari Imam Malik, 
Imam Syafi‟i dan Zhahiriyah bahwa mereka tidak mensyaratkan adanya senjata, 
melainkan cukup dengan digunakannya tipu daya, strategi tanpa menggunkan 
kekuatan atau dalam keadaan tertentu dengan menggunakan anggota badan, 
seperti tangan dan kaki.  
Adapun perbedaaan pandangan dari segi pandangan ulama mengenai 
pelaku tindakan kejahatan Begal (al-Hirābah), yaitu menurut Hanafiyah pelaku 
kejahatan Begal adalah setiap orang yang melakukan baik secara langsung 
ataupun tidak langsung perbuatan kejahatan Begal tersebut. Menurut golongan 
atau pengikut dari Hanafiyah bahwa orang yang terlibat langusung dalam 
mengambil harta, membunuh ataupun mengintimidasi maka termasuk kategori 
pelaku kejahatan Begal (al-Hirābah). Demikian pun orang yang yang ikut 
memberikan bantuan baik dengan cara pemanfaatanya, suruhan maupun 
pertolongan, juga termasuk dalam kategori kejahtan Begal (al-Hirābah). Adapun 
menurutpandangan Imam Hanafiyah ini diperpegangi juga oleh Imam Malik, 
Ahmad dan Zaidiyah. Sementara Imam Syafi‟i bependapat bahwa yang dianggap 
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sebagai kategori pelaku kejahatan Begal ialah orang yang secara langsung 
melakukan pencurian barang korban. Sedangkan orang yang ikut secara langsung 
melakukan perbuatan, walaupun ia ada ditempat kejadian pada sat itu maka tidak 
diangap sebagai pelaku, melainkan hanya dianggap sebagai pembantu atau ikut 
serta membantu pelaku akan diancam dengan hukuman Takzir.14Hukuman Had 
hanya dikenakan bagi pelaku yang dianggap memenuhi syarat mukallaf yaitu 
balik dan berakal. Syarat ini menjadi syarat yang diberlakukan secara umum pada 
semua jenis kategori tindak pidana, hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan 
oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. 
Hukuman had hanya dikenakan kepada pelaku yang meemnuhi syarat 
mukallaf yang baik dan berakal. Syarat ini menjadi syarat yang berlaku secara 
umum pada semua jenis tindak pidana. Adapun menurut pandangan Abu Hanifah 
yang jugamensyaratkan pelaku kejahataan Begal harus laki-laki karena itu jika 
diantara pelaku kejahatan Begal terdapa seorang perempuan, maka ia tidak 
dikenakan hukuman Had. Akan tetapi, bagi Imam Al-Thahawi menyatakan bahwa 
perempuan dan laki-laki dalam kategori tindak pidana ini statusnya sama. Oleh 
karena itu perempuan yang ikut serta dalam jenis kejahatan Bagal ini harus 
dikenakan hukuman had. Dan menurut pandangan Imam Malik, Syafi‟i, Imam 
Ahmad, Zhahiriyah dan Syi‟ah Zaidiyah, bahwa perempuan yang turut serta 
melakukan kejahatan Begal tetap harus dikenakan hukuman Had, dengan 
dmeikian mereka tidak membeda-bedakan dari segi pelaku laki-laki dan pelaku 
perempuan seperti halnya dalam Jarimah Hudud yang lainnya. 
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 Nur Irfan, Hukum Pidana Islam, h. 63 
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 Adapun persyarata lain mengenai kategori syarat-syarat pelaku kejahatan 
Begal (al-Hirābah) maka hal yang harus diperhatikan juga ialah mengenai 
persyaratan tentang harta yang diambil. Bahwa pada perinsipnya persyaratan 
untuk harta dalam kejahatan Begal (al-Hirābah) sama dengan persyaratan yang 
berlaku dalam tindakan kejahatan pencurian. Yaitu secara umum persyartan itu 
meliputi, barang yang diambil harus tersimpan (muhraz), mutaqawwim, milik 
orang lain, tidak ada syubhat, dan memenuhi nisab. Tetapi sarat nisab ini kasih 
menjadi perdebatan dikalangan ulama. Mislanya menurut pnadangan Imam Malik 
berpendapat bahwa untuk kejahatan Begal tidak disyaratakan nisab untuk barang 
yang diambil secara peroranga. Karena itu meskipun pembagian harta harta untuk 
masing-masing pelaku tidak mencapai nisab, semua pelaku tetap harus dikenakan 
hukuman had. Imam Abu Hanifah dan sebagian Syafi‟iyah berpendapat bahwa 
perhitungan nisab bukan secara keseluruhan pelaku, hanya tetapi secara 
perorangan. Maka itu jika harta yang diterima oleh masing-masing pelaku tidak 
mencapai nisab, maka pelaku tersebut tidak dikenai hukuman had. 
Kategori-kategori kejahatan Begal (al-Hirābah) termasuk dalam kejahatan 
perampokan jika selama yang bersangkutan memiliki niat untuk mengambil harta 
dengan terang-terangan. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S al-Maidah/5:33 
                        
                            
                    
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Terjemahnya: 
Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan 
membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong 
tangan da kaki mereka secara bersialang atau diasingkan dari tempat 
kediamannya. Demikian itu kehinaan-kehinaan bagi mereka di dunia, dan 
di akhirat mereka mendapatkan azab yang besar.15 
 
Orang yang menggangu keamanan dan mengacau ketentraman 
menghalangi berlakunya hukum, keadilan dan syariat, merusak kepentingan 
umum, mereka dapat dibunuh, disalib, di potong tangan dan kakinya dengan 
bersilang atau diasingkan. Pada pidana pembunuhan dikekanakan terhadap 
penggangu keamanan, perampokan yang disertai dengan pembunuhan dan 
perampasan harta. Pidana potong tangan bagi yang melakukan perampasan harta. 
Sedangkan jika pidana terhadap pelaku yang menganggubkeamanan yang juga 
dsertai ancman menakut-nakuti adalah pembuangan atau pidana penjara seperti 
yang diterapkan di Indonesia negara-negara lainnya. Adapun yang menjadi syarat-
syarat korban dari kejahatan Begal ada dua, yaitu: 
1) Korban pembegalan ialah seorang Muslim atau kafir Dhimimi .sehingga 
apabilah korbannya ialah orang kafir harbi must‟min, maka pelaku 
pembegalan tidak dijatuhi hukum hudud. Dikarenakan kehormatan dan 
keterlindungan hrta orang kafir harbi musta‟min ialah tidak mutlak, akan 
tetapi didalamnya terdapat unsur syubhat kemubhan (boleh). 
2) Tangan korban pembegalan atas harta yang dirampas oleh pelaku ialah 
tangan yang sah, yaitu berupa tangan kepemilikan, tangan amanat atau 
tangan yang menanggung. Oleh karena itu jika tangannya tidak seperti itu, 
maka pelaku pembegalan tidak akan dijatuhi hukuman hudud. 
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 Kementrian Agama RI, Al-Majid Al Qur‟an dan Terjemahannya, h. 113 
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Adapun syarat sesuatu ataupun syarat harta yang di Begal menurut Imam 
Hanafi yaitu Pertama, haruslah mencapai nisab yang nilainya setara dengan sepulu 
dirham atau satu dinar. Kedua, hartanya harus memiliki nilai (mutaqawwim), 
dilindungi, tidak ada seorangpun memiliki hak untuk mengambilnya.16 Adapun 
yang menjadi syarat-syarat tempat kejadian Kejahatan Begal (al-Hirābah)  
pertama, menurut Imam Syafi‟I sebaga berikut: 
ّهخاد ًف ٔا شصًنا دسبخ ًف تبشحًنا 
Artinya: 
 Kejahatan Begal bisa terjadi diluar kota ataupun terjadi didalam kota. 
 
Menurut pandangan Imam Syafi‟i bahwa kejahatan Begal tidak harus selalu 
dilakukan di jalanan luar kota , melainkan di daalam kota pun dikelompkkan 
sebagai kejadian pembegalan yang dikenai hukuman hudud. Yaitu alasannya 
bahwa ayat yang menjadi landasan naqli jarimah Hirābah bersifat umum., tidak 
secara khusus membedakan antara jalananan diluar kota ataupun jalanan didalam 
kota. Karena dalam hal ini Imam Syafi‟i lebih mempersyaratkan adanyanya 
kekuatan. Dan menurut pandangan Imam Hanafi alasannya bahwa pembegalan 
adalah  tindakan menghambat jalan (Qaṭ‟ut tarȋq) yang hanya dapat dilakukan di 
tempat sunyi atau jauh dari pertolongan. Pada tempat tersebut para pengguna jalan 
hanya menggantungkan keselamaatanya hanya keapda Allah Swt. Oleh sebab itu, 
orang-orang yang menghambat jalan mereka (para pengguna jalan) yaitu sama 
dengan memerangi Allah Swt. Namun terlepas mengenai adanya perbedaan 
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 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafi, 2012), h. 11 
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pandangan dari ulama Imam Syafi‟i dan Imam Hanafi mengenai temapat kejadian 
pembegalan yaitu diluar ataupun di dalam kota, namun terdapat kesamaan 
pandangan yaitu kejadian kejahatan Begal terjadi di jalan dan akan 
mengakibatkan terputusnya perjalanan korban sehinggan disebut juga dengan 
Qaṭ‟ut tarȋq.17 
D. Sanksi dan Pelaksanaan Hukuman Kejahatan Begal (al-Hirābah) 
 
Untuk menerapkan hukuman terhadap kejahatan Begal (al-Hirābah) ditntukan 
syarat-syarat, dengan deimikian pelakunya dapat dijatuhi hukuman. Syart-syarat 
yang dimaksud pelaku kejahatan Begal (al-Hirābah) ialah pelaku  orang mukallaf, 
membeawa senjata, lokasi kejadian jauh dari keramaian. Dalam pandandangan 
jumhul ulama pelaku kejahatan Begal (al-Hirābah) yang belum mukallaf tidak 
dijatuhi hukuman , demikian hal nya orang gila, meskipun mereka terlibat dalam 
kejahatan Begal (al-Hirābah) , Karen anak kecil dan orang gila tida bisa dibebani 
hukuman. Dalam persoalan ini ulama sepakat. Namun yang mereka perselisihkan 
adlah jika di dalam perbuatan kejahatan Begal (al-Hirābah) terdapat anggota anak 
kecil atau orang gila dan orang dewasa serta berakal, kedua angggota tersebut 
terakhir dapat terhindar dari ancaman hukuman kejahatan Begal (al-Hirābah) 
sebagaimana dua anggota yang tersebut dua pertama.  Ancaman hukuman had 
bagi orang dewasa dan berakal dibebaskan seperti hal nya anak kecil dan orang 
gila, demikian pendapat Ahmad. Ahmad beralasan bahwa mereka baik anak kecil 
dan orang gila, orang dewasa maupun orang berakal berada dalam satu kelompok. 
                                                           
17Hamzah Hasan, Hukum Pidana Islam II, h. 183. 
51 
 
 
 
Dengan demikian mereka sama-sama bertanggung jawab. Namun dalam persoalan 
ini Mazhab Maliki berpendapat lain, menurutnya hukuman had pada kejahatan 
Begal (al-Hirābah) gugur pada anak kecil dan orang gila, sedangkan bagi orang 
dewasa dan berakal dijatuhi hukuman. Karena had pada kejahatan Begal (al-
Hirābah) itu, anak kceil dan orang gila tidak boleh disamakan dengan orang 
dewasa dan berakal. 
 Untuk menjatuhkan hukuman kejahatan Begal (al-Hirābah) adalah 
apabilah pelakunya membawa senjata dan ini termasuk syarat yang ditetapkannya 
hukuman tersebt. Sebab senjata merupakan kekuatan yang dapat diandalakan 
dalam kejahatan Begal (al-Hirābah)  dalam hal ini had tetap dijatuhkan, akan 
tetapi manakala senjata itu berbentuk batu dan tongkat maka jumhur ulama 
berbeda pendaat dalam hal ini. Syafi‟I Malik berpendapat bahwa meskipun para 
pelaku kejahatan Begal hanya bersenjata batu dan tongkat, maka tindakannya 
dijatuhi hukuman kategori kejahatan Begal (al-Hirābah). Sebab mereka beralsan 
bahwa dalam tindakan kejahatan Begal (al-Hirābah) tidak ada ketentuan jenis 
senjata. Yang dianggap sebagai kejahatan Begal (al-Hirābah) menurut mereka 
adalah motif tindakan kejahatannya dan bukan jenis senjatanya. 
 Syarat selanjutnya sehingga hukuman kejahatan Begal dijatuhkan terhadap 
pelakunya adalah jauh dari keramaian. Dengan demikian bila tindakan kejahatan 
itu dilakukan bukan di keramaian, maka tindakan itu bukan kejahatan Begal (al-
Hirābah) sebab yang dinamakan kejahatan Begal (al-Hirābah) adalah ditempat 
yang jauh dari keramaian. Sedangkan menurut Abu Hanifah berpendapat bahwa 
bukan tindakan kejahatan Begal, baik yang dilakuakan di kota (keramaian) 
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maupun di luar kota (sunyi), oleh karena orang tersebut dapat meminta 
pertolongan. Dengan demikian, ia dibantu oleh orang lain. Kemudian menurut 
saya sendiri meskipun mengandalkan unsur pertolongan atau pertolongan itu ada 
namun jika pelaku kejahatan Begal (al-Hirābah) lebih kuat dari pada penolong, 
kemungkinan besar pertolongan tersebut tidak berguna dan sia-sia, karena 
penolong tidak mampu melakukan perlawanan bahwa penolong dapat saja 
menjadi korban. 
Jenis sanksi atau hukuman mengenai tindak pidana kejahatan (kriminal)  
sesuai dengan hukum pidana Islam yaitu terbagi atas dua bagian, yaitu Pertama 
ketentuan hukuman yang pasti mengenai berat atau ringannya hukuman termasuk 
qishas atau diyat sesuai dengan yang tercantum pada Al-Quran dan Hadist. Hal 
dimaksud disebut hudud, kedua mengenai ketentuan hukuman yang dibuat oleh 
hakim melalui putusan yang disebut juga hukuman takzir. Hukum publik dalam 
Syariat Islam disebut juga Jinayah yaitu memuat aturan mengenai perbuatan yang 
diancam hukuman, baik dalam jarimah hudud maupun jarimah ta‟zir. Jarimah 
merupakan kejahtan tindak pidana. Jarimah hudud merupakan kejahtan pidana 
yang mempunyai bentuk dan batas hukumannya di dalam Al Quran dan Hadist, 
namunberbedah dengan jarimah ta‟zir. Jarimah Ta‟zir merupakan kejahatan 
pidana yang bentuk dan ancamannya hukumannya oleh hakim sebagai pelajaran 
atau akan memberikan efek jerah dan pembelajaran kepada pelakunya.18 
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  Sanksi merupakan ancaman hukuman yang akan diberikan kepada palaku 
kejahatan Begal sesuai dengan balasan atas tindakannya, dalam shara‟ hukuman 
terhadap kejahatan terdiri dari tiga yaitu hudud, qisas, diat dan takzir. Dan dalam 
hal sanksi bagi pelaku kejahatan Begal, sesuai dengan Firman Allah Swt dalam 
Q.S AL-Maidah:5/33 
                        
                            
                    
Terjemahnya: 
Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan 
membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh dan disalib, atau dipotong 
tangan dan kaki mereka secarabersilang, atau disingkan dari tempat 
kediamannya Demikian itu kehinaan-kehinaan bagi mereka di dunia, dan 
di akhirat mereka mendapatkan azab yang besar.19 
 
Dan dari ayat tersebut kita dapat mengetahui bahwa sanksi hukuman bagi 
pelaku kejahatan Begal (al-Hirābah) yaitu diantaranya akan dibunuh, disalib, di 
potong tangan dan kakinya dengan bertimba; balikdan yang terakhir akan 
diasingkan. Hukuman bagi pelaku kejahatan Begal seperti yang diuaraikan diatas 
tersebut jika dirinci maka terdapat empat macam, Pertama, menakut-nakuti orang 
dijalan tanpa mengambil harta ataupun tanpa membunuh orang. jika perampoknya 
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 Kementrian Agama RI, Al-Majid Al Qur‟an dan Terjemahannya, Jakarta: PT Akbar 
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hanya menakut-nakui korban dijalan dan tidak membunuh ataupun mengambil 
harta maka hukumannya adalah pengasingan. Namun jika kita berbicara mengenai 
pengasingan beberpa ulama pun berbeda pendapat mengenai konsep pengasingan. 
Yaitu menurut sebagian ulama bahwa pengasingan yang dimaksud oleh firman 
Allah tersebut ialah dihilangkan dari muka bumi yaitu dengan dibunuh atau 
disalib. Sebagaian ulama mengatakan yaitu diusir dari negara Islam. Yang mana 
menurut pandangan ulama Malikiyah bahwa mengasingkan atau membuang dari 
tempat keramain berarti sama dengan memenjarakan pelaku kejahatan Begal. Dan 
pandangan ini disetujui pun oleh ulama Hanafiyah dan Syafi‟yah. Sedangkan 
menurut pandangan Imam Ahmad bahwa mengasingkan ialah mengusir dari kota, 
ia akan diperkenangkan kembali sampai ia jelas-jelas bertaubat.  
Adapun perbedaan ulama mengani hal tersebut berkaitan dengan lama dan 
bentuknya, bukan pada eksistensinya. Sehingga ada yang berpendapat bahwa 
pengasingan itu di buang di luar daerah, sedangkan sebagian mengatakan 
dipenjara, karena kedu-duanya (penjara dan dibuang ke luar daerah) hakikatnya 
adalah pengasingan. Adapun mengenai jangka waktunya tidak dijelaskan secra 
jelas dalam ayat itu Al-Maidah:33, sehingga sebagian besar berpendapat dan 
disesuaikan dengan lamanya hukuman pembuangan bagi tindak pidana Zina. 
Yaitu dijatuhi hukuman seberat itu, karena pelaku telah memebuat kekacauan 
dalam masyarakat, menteror, memprovokasi, membuat instabilitas dalam 
masyarakat. Kedua, yaitu mengambil harta. Menurut Imam Abu Hanifah, Asy-
Syafi‟iyah, Ahmad bin Hanbal dan ulama Syi‟ah Zaidiyah bahwa jika 
perampokan hanya mengambil harta dan tidak membunuh, maka pelaku dihukum 
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dengan hukuman potongan tangan dan kaki secara bersilang, yaitu memotong 
tangan kanaan dengan kaki kiri. Tangan kanan dipotong sebagaimana dengan 
hukuman pada tindak pidana pencurian, sementara kaki kiri dipotong untuk 
tercapainya potongan secara bersilang.20 
Pemotongan tangan dan kaki dilakukan secara bersamaan, tidak perlu 
dengan menunggu sembuh dulu tangan baru kaki, diakrenakan hukuman itu 
merupakan satu ke satuan. Adanaya pemberian hukuman berat ini dikarenakan 
pelaku tidak hanya mengambil harta seperti pada kejahatan pencurian, tatapi ia 
melakukannya secara paksa dengan kekerasan atau adanaya ancaman kekearasan, 
bahkan boleh jadi sampai dengan membunuh jika korbannya melakukan 
perlawanan dan tidak menyerahkan hartanya. Perbuatan pelaku sangat berdampak 
pada psikologis yang sanagt luar biasa. Yaitu korban akan menjadi trauma seumur 
hidup, dan perbuatan pelaku sangat menggangu ketentraman masyarakat. 
Sehingga berdampak pada masyarakat tidak berani melakukan aktivitas di luar 
rumah. Pemeberian hukuman yang berlipat ganda itu tidak hanya ada dalm hukum 
pidana Islam, tetapaia juga bisa kita dapatkan dalam hukum pidana Nasiona, yaitu 
dapat dilihat pada pasal 362 KUH Pidana yaitu barang siapa yang mengambil 
barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, diancam 
karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda 
paling banyak enam puluh ribu rupiah. Dan akan dijatuhi penjara lima tahun bagi 
kejahatan pencurian itu bisa dilipatgandakan menjadi lima belas tahun penjara, 
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 Erlina, “Analisa Kriminologi Terhadap Kekerasan dalam Kejahatan”, Ad-Daulah 3, 
no. 2 (2014): h. 217 
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apabila perbuatan tersebut mengakibatkan kematian ataupun mengakibatkan luka 
berat yaitu ada pada pasal 365 (3), bahkan hukuman penjara itu dapat bertambah 
menjadi lebih lama sehingga mencapai 20 tahun penjara apabilah perbuatan 
tersebut dilakukan secara berkelompok, seperti pada pasal 365 (4). 
Ketiga, hanya membunuh jika pelaku hanya membunuh tetapi tidak 
dengan mengambil harta, maka pelaku akan dijatuhi hukuman berupa hukuman 
mati tanpa disalib. Hukuman mati ini bagi pelaku kejahatn Begal yang 
memebunuh tetapi tidak mengambil harta merupakan hukuman Hudud, dan bukan 
hukuman kisas. Pelaku kejahatan Begal dalam hal ini tidak dapat dimaafkan, 
karena kejahatan pembunuhan itu dilakukan di jalan umum dan berkaitan dengan 
kejahatan gangguan keamanan. Walaupun pembunuhan itu sendiri masuk dalam 
kategori kisas dapat saja terjadi di luar rumah, tetapi pembunuhan pada jarimah 
kisas itu tidak berkaitan dengan kejahatan Begal, hanaya mungkin tidak 
mengambil harta karena belum sempat mengambilnya karena tidak mengambil 
harta karena belum sempat mengambilnya karena berbagai kemungkinan lainnya, 
situasi terdesak dan seterusnya. 
Keempat, yaitu membunuh dan mengambil harta. Pelaku kejahatan Begal 
yang memebunuh dan mengambil harta, maka ia akan dijatuhi hukuman mati dan 
disalib dan tanpa disertai hukuman berupa hukuman potong organ tubuh. Dan 
ulama pun berbeda pandangan mengenai pelaksanaan hukuman mati dan 
sekaligus salib sebagaiamana mengatakan hukuman salib didahulukan, kemudian 
hukuman mati. Namun sebagian lagi mengatakan sebaliknya bahwa hukuman 
mati didahukukan kemudian hukuman salib. Adapapun menurut pandangan Abu 
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Hanifah dan Imam Malik lebih condong kepda pandangan perama, yaitu 
mendahulukan hukuman salibbarulah hukuman mati. Menurut mereka penyaliban 
suatu bentuk hukuman yang harus dirasakan pelaku dan itu hanya dapat dirasakan 
jika pelaku masih hidup, jika hukuman mati dilakukan kemudian hukuman salib 
tidak akan berepengaruh apa-apa lagi bagi pelaku kejahatan Begal. Menurut 
pandangan Imam Syaf‟I dan Imam Ahmad berpendapat sbelaiknya yaitu, 
mendahulukan hukuman mati barulah hukuman salib. Mereka beralasan pada ayat 
Al-Quran yang mendahulukan hukuman mati barulah hukuman salib. Alasan ain 
dari kelompok ini mendahulukan salib abru hukuman mati adalah bentuk dari 
penyiksaaan yang melampaui batas. Ini ada pada pasal 365 (4) menjelaskan 
diancam dengan pidana mati ataupun pidana penjara seumur hidup atau selama 
waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka 
berat atau kematian dan pelakunya dua orang atau lebih dengen bekerjasama, 
meskipun tanpa menyebt salib. Pidana mati memang jenis pidana yang pantas 
bagi pelaku kejahatan Begal, mengingat tindak pidana ini sangat tidak ber, 
menaniaya, kemanusiaan merampok, dan tidak membunuh. 
      Kategoi-kategori kejahatan tersebut termasuk dalam kejahtan Begal  selama 
yang bersangkutan memiliki niat mengambi harta dengan terang-teranagan di 
jalan raya. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S al-Maidah/5:33. Pada ayat 
tersebut menjadi petunjuk dalam menyelesaiakn kasus kejahatan Begal bisa 
berfariasi sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan boleh jadi pelaku 
mengancam tidak mengambil harta, maka akan dipidana dengan pidana 
pengasingan dari tempat keramaian atau yang dikenal dengan pidana penjara. 
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Ataupun boleh jadi dipotong tangan dan kakinya secara bersilang dan boleh jadi 
dipidana dengan pidana maksimal yaitu berupa pidana mati ketika mengambil 
harta menganiaya kemudian membunuh. 
Tujuan penerapan hukum Islam  pada setiap tindak pidana kejahatan guna 
mengeakkan keadilan berdasarkan penciptaan manusia sehingga terwujud 
ketertiban dan ketentraman masyarakat. Oleh karena itu, putusan hakim hendaklah 
mengandung rasa keadilan agar senantiasa dipatuhi oleh masyarakat. Dan 
masyarakat yang patuh terhadap hukum berarti mencintai keadilan. Hal ini 
berdasarkan dalil hukum yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadist.Adapun pada 
firman Allah Swt Q.S Muhammad/47:22 
                          
                     
Terjemahnya:  
            22. Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan 
di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? 
23. Mereka itulah orang-orang yang dikutuk Allah, lalu dibuat tulis  
(pendengarannya) dan dibutakan penglihatannya.21 
 
 
Pada ayat ini Allah mencela sikap orang-orang yang munafik yang selalu 
mengejar duniawi atau kesenangan hidup di dunia. Seandaianya mereka berkuasa 
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di muka bumi, pastilah mereka mementingkan kepentingannya sendiri dengan 
memeperlihatkan kekuasaan kepada rakyat jelata, mengambil hak orang lain, dan 
memutuskan silahturahmi. Mereka mendapatkan laknat Allah dan dijauhkan dari 
rahmatNya. Oleh karena itu, Allah menghilangkan pendengarannya dan 
penglihatan mereka sehingga tidak dapat mengambil pelajaran dari apa yang 
mereka lihat dan dengar. Dan ayat ini juga menjelaskan bahwa seburuk-buruk 
menusia ialah yang jika berkuasa, ia melakukan kerusakan dibumi dengan 
melakukan perbuatan syirik dan maksiat (dosa)22 
Kebijakan pada sistem kejahatan Begal (al-Hirābah) yaitu berupa usaha 
yang rasional dari masyarakat ataupun negara dengan tujuan agar dapat 
menanggulangi kejahatan Begal tersebut. Kebijakan ini dapat dilakukan dengan 
sarana penal yaitu dengan mengunakan hukum pidana. Dan jika dilihat dari segi 
hukum bahkan pengaturan yang ada harus sangat hati-hati karena cakupan yang 
ada didalamnya demikian luas meliputi berbagai aspek. Adapun upaya dalam 
pencegahan adanya kejahatan Begal yang sedapat mungkin harus menyentuh 
kepentingan manusia. Upaya dilandasi oleh pertimbangan dan keseimbangan dari 
perspektif manusiawi, dengan demikian hukum berupa HAM hendaknya 
mengakui kepkepentingan manusia sangat berhubungan dengan kesejahteraan 
seluruh masyarakat. Intervensi manusia tentang segala hal perlu diperhatikan dari 
sudut ini. Dan dalam penerapannya bahwa generasi masa kini harus bertindak 
bijak, dalam cara-cara yang tidak membehayakan keberadaaan dan kualitas hidup 
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dari generasi masa depan. Hal itu juga berarti bahwa kita harus memperluas 
komunitas moral pada masayarakat luas.23 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
23Zainul Abidin Qurbani, Islam dan HAM Sebuah Kajian Komperehensif (Jakarta: Citra, 
2016), h. 395  
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BAB III 
KONSEP KEDUDUKAN HARTA DAN KEPEMILIKAN DALAM ISLAM 
A. Kedudukan Harta dalam Islam 
Semua harta baik benda maupun alat produksi adalah milik Allah 
sebagaimana Firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah/2:284 
                        
                            
    
Terjemahanya: 
Milik Allah lah apa yang ada dilangit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu 
menyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu senbunyikan, niscaya 
Allah memperhitungkannya (tentang perbuatan itu bagimu). Dia mengampuni 
siapa yang Dia kehendaki dan menghazab siapa yang dia kehendaki. Allah 
maha kuasa atas segala sesuatu. 1 
 
Dari ayat ini dapat diambil pengertian tentang kesempurnaan keesaan Allah 
dalam hal Esa dalam kekuasaannya dan Esa dalam mengetahui segala yang terjadi 
di alam ini. Bahwa Allah maha Esa pemilik seluruh makhluk, maksudnya ialah 
hanya Allah sajalah yang menciptakan, mengembangkan, dan memiliki seluruh 
makhluk hidup di alam ini. 
                                                           
1
 Kementrian Agama RI, Al-Majid Al Qur‟an dan Terjemahannya, Jakarta: PT Akbar 
Mdia Eka Sarana, 2010),h. 49 
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 Harta menurut Bahasa Arab disebut al-maal yang berasal dari kata  
 َلبَي-  ُمٍ ًِ ٌَ– لاٌَّ َو 
Yang berarti condong, cenderung, dan miring. Dan harta menurut syariat ialah 
segala sesuatu yang bermilai, bisa dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan berupa 
benda dan manfaatnya. Menurut kamus Al-Muhith pada tulisan Al Fairuz Abadi, 
harta ialah ma malakatahu min kulli syai  (segala sesuatu yang engaku punyai). 
Menurut istilah syar‟i harta diartikan sebagai segala sesuatu yang dimanfaatkan 
pada ssuatu yang legal. Menurut hukum syara‟ (hukum Islam) seperti jual beli, 
pinjamana, konsumsi, hibah atau pemberian. Maka berdasarkan pengertian 
tersebut, maka seluruh apapun yang digunakan oleh manusia dalam kehidupan 
dunia merupakan harta. 2 
Menurut Nasrun Haroen dengan pendapat yang berbedah mengungkapkan 
bahwa al-mal berasal dari kata mala yang berarti condong atau berpaling dari 
tengah kesalah satu sisi dan al-mal diartikan sebagai segalah sesuatu yang 
menyenagkan manusia dan mereka pelihara baik dalam bentuk materi maupun 
dalam bentuk manfaat. Kemudian menurut pandangan Wahbah al-Zuhayli bahwa 
harta dari segi bahasa merupakan setiap barang yang benar-benar dimiliki dan 
dikuasai (hiyazah) oleh seorang, baik dalam bentuk „ain ataupun manfaat. Adapun 
contoh harta „ain ialah emas, perak, binatang dan tumbuh-tunbuhan. Sedangkan 
contoh harta manfaat ialah seperti menunggang kendaraan, memakai pakaian dan 
mendiami rumah. Dan barang yang tidak dikuasai oleh sesorang, tidak dinamakan 
                                                           
2
 Widya Ananda, Islamic Exonomic (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), h. 358 
63 
 
 
 
harta dari segi bahasa. Umpamanya burung diudara, ikan di dalam air, pohon di 
hutan, dan galian di perut bumi. Definsi Harta (mal) adalah unsur penting hukum 
kontrak Islam. Harta (mal) didefinisikan sebagai sesuatu yang berwujud, yang 
adapun sifat manusia condong kepadany. Agar sesuatu dapat dijadikan subjek 
kontrak, maka harus berdsifat mutaqawwam yang berarti bahwa penggunaanya 
sah berdasarkan sayriah.3 
Para fuqaha memberikan berbagai defiisi mengenai harta. Dan sebagaian 
dari mereka mendefiniskan bahwa harta ialah sesuatu yang diinginkan oleh tabiat 
manusia dan boleh disimpan dlam waktu yang dibutuhkan atau dimanfaatkan 
.kemudian menurut pandangan Muhammad Salam Madkur bahwa harta menurut 
para ulama fiqh ialah segala sesuatu yang boleh dikuasai dan disimpan untuk 
dipergunakan dan diperlukan. Al-Syarbaeni al-Khatib berpendapat, harta ialah 
seuatu yang memiliki nilai dan orang yang merusakkannya akan diwajibkan 
membayar ganti rugi. Adapun menurut pandangan gologan Hanafi bahwa harta 
ialah benda atau barang yang boleh dikuasai dan kebiasaaanya boleh diambil 
manfaatnya. Kemudian menurut ulama pun bahwa harta ialah ssuatu yang 
berwujud dan dapat dipegang dalam penggunaan dan manfaat pada waktu yang 
diperlukan. Ini sesuai dengan apa yang Allah telah firman kan di dalam Al Quraan 
bahwa kedudukan harta dalam Islam dikemukakan tidak kurang dari 86 kali. 
Adanya penyebutan berulang-ulang terhadap sesuatu di dalam Al Quraan 
menunjukkan adanya perhatian khusus dan penting terhadap sesuatu itu. Sehingga 
dapat dikatakan bahwa harta ialah bagian terpenting dari kehidupan yang tidak 
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 Widya Ananda, Islamic Exonomic, h. 360 
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akan dipisahkan dan selalu diupayakan oleh manusia dalam kehidupannya. Islam 
memandang keinginan manusia untuk memperoleh, memiliki, dan memanfaatkan 
harta sebagai sesuatu yang lazim, dan penting. Yang mana harta diperoleh, 
dimiliki dan juga dimanfaatkan manusia untuk memenuhi hajat hidupnya, baik itu 
bersifat materimaupun non materi. Oleh karena itu manusia berusaha sesuai 
dengan naluri dan kecendrungan untuk mendapatkan harta.4 
      Sehingga dari beberapa defiinisi diatas mengenai harta, maka adapun unsur-
unsur harta yaitu pertama, boleh dikuasai (hiyazah). Oleh karena itu, sesuatu 
barang yang tidak bisa dikuasai, tidak dianggap sebagai harta, sehingga perkara-
perkara maknawi seperti pengetahuan, kesehatan, kemuliaan, kecerdikan tidaklah 
termasuk dalam unsur harta sebab ia tidak dapat dikuasai. Contoh yang lainnya 
ialah seperti udara bebas, panas matahari, dan cahaya bulan. Kedua, pada 
kebiasaannya dapat diperoleh faedah. Oleh sebab itu sesuatu yang langsung tidak 
dapat diambil manfaatnya seperti danging bangkai, makanan yang beracun, 
makanan yang sudah rusak, ataupun juga sesuatu yang dapat diambil faedah nya 
namun tidak dianggap manfaat bagi manusai. Seperti sebiji gandum maka tidak 
dianggap harta karena ia tidak bermanfaat apabilah terpisah dari kesatuan 
lainnya.5Menurut kompilasi Hukum Islam pada pasal 1 ayat 6 harta ialah benda 
yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan dan dialihkan, baik benda berwujud, 
                                                           
4
 Frank Vogel, Hukum Keuangan Islam  dalam Konsep, Teori dan Praktik (Bandung: 
Nusamedia Studio, 2007), h. 79 
5
 Sholahuddin, Asas-Asas Ekonomi Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 
137 
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baik yang terdaftar, baik benda bergerak, maupun benda yang tidak bergerak dan 
hak yang memiliki nilai ekonomi.6 
      Berikut ini beberapa beberapa hal yang dapat dikatakan sebagai ciri-ciri harta 
yaitu: 
1. Sesuatu yang kita miliki dan boleh diambil manfaatnya seperti rumah, 
kereta, tanah, dan sebagainya. 
2. Sesuatu benda yang belum kita miliki, tetapi ada kemungkinan untuk 
memilikinya juga dapat dikatakan sebagai harta. Karena ia dapat dimiliki. 
Seperti ikan laut, burung diudara dan binatang dihutan. 
3. Sesuatu yang tidak dapat dimiliki walaupun dapat dimanfaatkan seperti 
udara, cahaya, dan sebagainya. Maka ini tidak dianggap sebagai harta . 
4. Sesuatu yang tidak dapat dimanfaatkan dalam keadaan baisa seperti setitik 
air, atau sebiji beras walaupun dapat dimiliki tetapi tidak dikatakan sebagai 
harta. Maksud dari kegunaan baisa ialah kegunaan mengikuti kebiasaan 
manusia dan tabiat sesuatu benda tersebut. Misalnya beras ialah makanan 
manusia yang mengenyangkan namun jika hanya sebiji saja, maka beras 
tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang member manfaat kepada manusia 
walupun boleh disimpan dan dimiliki.  
5. Sesuatu yang dicegah oleh syara‟ atau tidak sesuai dengan syariat Islam 
untuk dimanfaatkan oleh semua orang, tidak dianggap sebagai harta 
walaupun benda itu dapat dimiliki dan dimanfaatkan oleh sebagian 
golongan manusia, ia masih dianggap sebagai harta bagi mereka seperti 
babi dan arak, yaitu dianggap harta bagi kafir tetapi tidak bagi orang 
Islam. Dikarenakan orang Islam tidk boleh mengambil manfaat dari babi 
kecualui dalam keadaan darurat dan telah memenui syarat.  
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Seperti yang telah diuraiakan sebelumnya mengenai harta itu sendiri yaitu 
sesuatu yang dapat dimiliki dan dimanfaatkan. Dan harta termasuk dalam hal 
keperluan pokok manusia dalam menjalani kehidupan di dunia. Sehingga 
dikatakan oleh para ulana ushul fiqih bahwa persoalan harta dimasukkan kedalam 
salah satu al-daruria al khanzah  (lima keperluan pokok) yaitu terdiri atas agama, 
jiwa, akal, keturunan dan harta. Oleh sebab itu untuk mempertahankan harta dari 
segala upaya yang dilakukan oleh orang lain dengan cara yang tidak sah, maka 
termasuk didalam kelompok yang penting dalam Islam. Dalam hal ini, misalnya 
Allah menentukan hukuman potong tangan bagi pencuri seperti yang tertuang 
dalam firman Allah dalam Al-Quraan Q.S Al Maidah/5:38. Adapun hikmah dari 
hukuman seperti ialah sebagai bentuk pemeliharaan dan penghormatan Islam atas 
pemeliharaan harta seseorang. Namun, demikian walupun seseorang dikauniai 
harta oleh Allah Swt tetapi orang tersebut tidak dapat berlaku sewenang-wenang 
dalam menggunakan hartanya. Dan kebebasan seseorang untuk untuk 
memandaatkan hartanya ialah sebatas yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Oleh 
sebab itu, dalam penggunaan harta selain sebagai kemaslahatan pribadi sipemilik 
hata, hendaklah dapat juga memberikan manfaat dan kemasalatan bagi orang lain.  
Penggunaan harta dalam ajaran Islam haruslah senantiasa dalam syariat 
Islam dan dimanfaatkan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Begitupun 
pada pemanfaatan harta pribadi tidak boleh hanya untuk pribadi pemilik harta, 
tetapi hendaklah harta juga digunakan untuk tujuan sosial dalam rangka 
membantu sesame manusia. 
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Maka dari uraian penjelsan diatas terlihatlah bahwa Islam telah memberikan 
perhatian khusus kepada kepada harta baik dalam hal mendaptkannya maupun 
dalam hal penggunaanya segingga harta yang dimiliki itu mempunyai nilai ibadah 
di sisi Allah dalam rangka pencapaian kehidupan yang lebih bahagai di akhirat. 
Dimana seorang muslim diperintah untuk mencari nafkah dan mengahsilkan harta 
dengan berjuang dan bekerja keras.Harta bukan hanya berkedudukan untuk 
mendekatkan diri kepada Allah tetapi harta juga berfungsi dalam beberapa hal, 
diantaranya: 
1. Harta merupakan amanah dari Allah Swt. Karena manusia hanya 
memegang amanah karena memang tidak mampu mewujudkan dari tiada. 
2. Harta juga berfungsi sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan 
manusia boleh menikmatinya dengan baik dan tidak berlebihan. Kemudian 
manusia memiliki kecendrungan untuk memiliki, menguansai, dan 
menikmati harta. Namun terkait pada fungsi harta sebagai perhiasan dalam 
kehidupan manusia, namun seingkali manusia terlupa akan kedudukan 
harta untuk mendekatkan diri semata kepada Allah. Sehingga sering harta 
lah membuat manusia menjadi sombong dan berbangga diri sehingga lupa 
kepada Allah sebagai pemeberi harta tersebut. 
3. Harta sebagai ujian keimanan. Hal ini mengenai cara mendapakannya dan 
memanfaatkannya, apakah sudah sesuai dengan Syariat Islam atau tidak. 
Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt Q.S al-Anfal/8:28 
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                              
Terjemahannya:  
Dan ketehauilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai 
cobaan dan sesunguhnya disini Allah aa pahala yang besar.7 
 
4. Harta sebagai bekal ibadah, yaitu untuk menjalankan perintahNya dan 
melaksanakan muamalah dianatara sesama manusia yaitu melalui kegiatan 
zakat, infak dan sedekah. 
5. Harta berfungsi juga untuk meneruskankehidupan dari satu generasi 
kegenerasi berikutnya. 
 
Maka dai uraian penjelasan diatas, hendaknya harta itu diperoleh melakui cara 
yang halal yang telah diatur secara jelas dalam berbagai ayat AlQuraan maupun 
sabda Rasulullah Saw. Demikian juga dengan mengunakan dan membelanjakan 
harta harus juga dengan cara yang baik demi memperoleh ridho Allah Swt serta 
demi tercapainya distribusi kekayaan yang adil di tengah-tengah masyarakat. 
Pemanfaatan harta wajib pada sesuatu yang halal atau sesuai dengan syariat Islam. 
Dengan demikian, harta itu jangan sampai diperoleh melalui jalan yang tidak 
sesuai dengan Syariat Islam misalnya melalui kejahatan Begal. Pada hakikatnya 
Islam mengakui bahwa eksistensi harta sangat penting untuk mendukung 
penyempurnaan pelaksanaan ibadah baik ritual maupun sosial, bahkan jihad salh 
satunya harus dengan harta. Oleh sebab itu islam melalui Al Quraan dan Hadist 
memberikan tuntunan mengenai harta, agar manusia dapat memposisikan harta 
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dengan benar yaitu sesuai dengan Syariat Islam agar meraih keselamatan dan 
kebahagian dunia dan akhirat sebagaimana tujuan aktifitas ekonomi Islam. 
Kedudukan harta dalam Islam bahwa Islam senantiasa mengingatkan bahwa 
harta merupakan amanah yang harus hati-hati dalam mencarinya dan harus sesuai 
dengan syariat Islam dalam menggunakannya, karena di hari kiamat aka nada 
pertanggung jawaban dalam mengelolah harta, jika keliru dalam mencarinya dan 
tidak sesuai dengan syariat Islam dalam menggunakannya maka harta akan 
membuat manusia celaka dalam akhirat8. Oleh karena itu terdapat empat 
kelompok manuisa dalam mengelolah hartanya. Pertama, ialah kelompok yang 
akan selamat yaitu mereka yang mendapatkan harta dengan cara halal dan 
menggunkannya dengan cara halal. Kedua kelmpok mereka yang menggunakan 
harta dengan cara yang halal namun digunakan uantuk sesuatu yang haram. 
Ketiga mereka yang mengumpulkan harta dari jalan yang haram dan 
menggunakannya untuk sesuatu yang haram. Keempat ialah mereka yang 
mengumpulkan harta dengan cara yang haram kemdudian menggunkannya untuk 
yang halal, demikian pula harta digunakan untuk sesuatu yang halal namun 
disertai dengan perbuatan riya.  Adapun pandangan hukum Islam mengenai 
hubungan manusia dengan harta, ialah sebagai berikut:9 
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 Frank Vogel, Hukum Keuangan Islam  dalam Konsep, Teori dan Praktik, h. 79 
9
 Muhammad Masrur, “Konsep Harta dalam Al Qur‟an dan Hadits”, Jurnal Hukum 
Islam15, no. 1 (2017): h. 95 
70 
 
 
 
1. Manusia diberi hak oleh Allah ats harta tetapi bukan hak untuk 
memilikinya secara mutlak, melainkan untuk memanfaatkannya yaitu 
dengan mengambil faedahnya sesuai dengan syariat Islam. 
2. Hak untuk mengatur hata diberikan Allah dengan imbalan kewajiban 
mewujudkan kebaikan dan kemakmuran bersama diantara mereka. 
3. Karena itu sebagai pengutus milik Allah, manusia harus menyesuaikan 
kebijaksanaan penggunanya (mengambil faedahnya) kepada kehendak 
Allah sebagaimana yang termaksud dalam Al-Qur‟an dan sunnah 
Rasulullah. Sesuai dengan firman Allah Swt pada Q.S Al-Hadid/57:7 
                         
             
Terjemahnya:  
Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulull-Nya dan infakkanlah (dijalan 
Allah) sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai 
penguasanya (amanah). Maka orang-orang yang beriman di anatara kamu 
dan menginafakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang 
besar.10 
 
         Sekalipun seseorang diberi harta oleh Allah, orang tersebut tidak boleh 
berlaku sewenang-wenang dalam menggunakan hartanya itu. Kebebasan 
seseorang untuk memanfaatkan hartanya adalah sebatas yang dibolehkan oleh 
syara‟. Oleh sebab itu, dalam penggunaan harta, di samping untuk kemaslahatan 
pribadi pemilik harta, harus dapat juga memberikan manfaat dan kemaslahatan 
untuk orang lain.Penggunaan harta dalam ajaran Islam harus senantiasa dalam 
pengabdian kepada Allah dan dimanfaatkan dalam rangka taqarrub (mendekatkan 
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diri) kepada Allah. Pemanfaatan harta pribadi tidak boleh hanya untuk pribadi 
pemilik harta, melainkan juga digunakan untuk fungsi sosial dalam rangka 
membantu sesama manusia. Maka dari beberapa penjelasan diatas mengenai 
pandangan hukum Islam terhadap hubungan manusia dan harta, maka terdapat di 
pokok-pokok penting didalamnya dianataranya yaitu cara mendapatkan hak milik 
atas harta tersebut, penegasan tentang fungsi dari harta tersebut dan kewajiban 
memebelanjakan harta yang dimiliki tersebut.Kemudian adapun penegasan dari 
cara mendapatkan hak milik atas harta haruslah dengan cara yang halal dan sesuai 
dengan syariat Islam menrut hukum Islam dan berdasarkan moal yang baik. 
Sesuai dengan firman Allah Swt pada Q.S Al-Baqarah/2:188  
                            
                  
Terjemahnya:  
Dan janganlah kamu  makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, 
dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, 
dengan maksud agar kamu depat memakan sebagian hartaorang lain itu 
dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.11 
 
Karena pada dasarnya hukum Islam (Hukum Syariah) sangat 
memperdulikan kedudukan harta yaitu dilihat dari segi bagaiamana manausia 
memperoleh harta tersebut apakah melalui jalan yang di syariatkan atau melalaui 
jalan yang di halal kana tau sebaliknya harta yang diperolehnya melalui jalan yang 
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diharamakan misalnya dengan mencuri, merampok dan juga melalaui kejahatan 
Begal (al-Hirābah). Selain itu Islam juga memperhatikan mengenai apakah harta 
tersebut dinelanjakan atau dikeluarkan melalui jalan yang benar bukan dengan 
menyia-nyiakan harta buka pada jalan yang diperkenangkan oleh Syariah. Hal ini 
sesuai dengan salah satu Hadist mengenai laranagan mnyia-nyiakan harta bukan 
pada jalan yang di perkenangkan atau sesuai dengan Syariat Islam, yaitu Hadist. 
- ًَِبأ ٍْ َع ْىَُكن ىَضَْشٌ َ َّاللَّ ٌَّ ِإ(( :َىَّهَس َٔ  ِّ ٍْ َهَع ُ َّاللَّ ىَّهَص ِ َّاللَّ ُل ْٕ ُسَس :َلَبق ُُّْ َع ُ َّاللَّ ًَ ِضَس َةَشٌْ َُشْ
 ا ْٕ ًُ َِصتَْعت ٌْ َأ َٔ  ,ًبئٍْ َش ِّ ِب ا ْٕ ُكِشُْشت َلا َٔ  ُِ ْٔ ُُذبَْعت ٌْ َأ ْىَُكن ىَضَشٍَف ,ًبحََلاح ْىَُكن َُِشَْكٌ َٔ  ,ًبحََلاح ِمْبَحِب  ِ َّاللَّ
ٔ .ىهسي ِأس( .))ِلب ًَ ْنا َتَعبَِضإ َٔ  ,ِلاَؤ ُّسنا َةَشْخَك َٔ  ,َلَبق َٔ  َمٍْ ِق :ْىَُكن َُِشَْكٌ َٔ  ,ا ْٕ ُق ََّشفَت َلا َٔ  بًعٍْ ًِ َج وذقت
 ىقس جٌذحنا شظَا( ّحشش043) 
Artinya:  
Dari Abu Hurairah, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda: “ 
Sesungguhnya Allah mnyenangi tiga perkara dan membenci tiga perkara 
bagi kalian. Dia menyenangi kalian menyembah-Nya, tidak menyekutukan 
sesuatu pun dengan dia. Serta berpegang teguh kepada tali Allah dan tidak 
berpecah belah. Dia pun membenci kalian membicarakan segala yang 
didengar (tanpa mengetahui kebenanrannya), banyak bertanya, dan 
menyia-nyiakan harta.” ( HR. Muslim)12 
 
Jadi hukum Islam tidak memperhatikan pembatasan harta seseorang dari segi 
jumlahnya, melainkan dilihat dari segi cara memperolehnya (halalnya) dan 
fungsinya dalam masyarakat. Dengan demikian bahwa dalam hal kedudukan harta 
dalam Islam tidak sedikit mengandung pengertian-pengertian yuridis yang tidak 
memungkinkan masyarakat menjurus kepada sisitem ekonomi yang liberal 
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 Imam  An-Nawi, Syarah Riyadhush Shalihin, (Jakarta:PT Pustaka Imam Asy-Syafi‟I, 
202), h.162 
73 
 
 
 
kapitalis, namun memberikan dasar bagi perumusan-perumusan yuridis untuk 
menciptakan sistem kemakmuran bersama yang menilai tinggi martabat manusia. 
B. Kepemilikan Harta dalam Islam 
Kata milik berasal dari bahasa Arab al-milk yang secara bahasa beraarti 
penguasaan terhadap sesuatu. Al-milk juga berarti sesuatu yang dimiliki (harta) 
Milk juga berarti hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh 
syara‟yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khususu terhadap harta itu, 
sehingga ia dapat melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut kecuali telah 
diatur didalam hukum Islam. Dari segi bahasa Indonesai milik berarti kata serapan 
dari kata al-milk dalam bahsa Arab. Secara etimologi (bahasa) kepemilikan 
seseorang akan materi, beararti penguasaan terhadap sesautu (benda). 
Sedengankan secara teriminologis (istilah) berarti spesialis seseorang terhadap 
sesuatu benda yang memungkinkan untuk melakukan tindakan hukum atas benda 
tersebut sesuai dengan keinginannya, selama tidak ada larangan dari hukum Islam 
ataupun selama orang lain tidak terhalangi untuk melakukan tindakan hukum atas 
benda tersebut. Atau sesuatu yang dapat digunakan secara khusus dan tidak diikut 
campurkan penggunaannya oleh orang lain.13 
      Salah satu karakter yang dimiliki oleh setiap individu dalam kaitannya dengan 
kepentingan untuk dapat mempertahankan eksistensi kehidupannya, yaitu dengan 
naluri (gharizah) untuk mempertahankan diri (gharizatul baqa) selain naluri 
untuk memepertahankan diri (gharizatul nau) dan naluri beragama (gharizatut 
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 Zulhas‟ari Mustafa, Determinasi Al-Ahkam Al—Syar‟I Dalam Tradisi Hukum Islam, 
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tadayyun) dengan adanya naluri beragama (gharizatut Tadayun) tujuannya ialah 
mempertahankan diri tersebut ialah adanya kecendrungan dari seseorang untuk 
mencintai harta kekayaan. Adanya keinginan untuk memiliki harta adanaya 
keinginan  untuk memiliki harta mendorong adanaya berbagaia kegiatan atau 
aktivitas perekonomin dalam masayarakat. Maka dengan itu dapat memenuhi 
kebutuhan masayarakat yang terus berkembang seiring dengan semakin msju 
kehidupan masyarakat, maka adanya keinginan untuk dapat memiliki harta yang 
banyak mendorong unuk mau bekerja keras sampai malam pada berbagai. 
Sehingga Islam dapat memahami adanya fenomena tentang keinginan manusia 
untuk memiliki harta karena hal itu dalah sunatullah. Namun yang 
menajdaiperosoalannya ialah bagaimana seseorang dalam upaya untuk dapat 
memperoleh harta nya kemudian memnafaatkan apakah telah sesuai dengan 
Syariah Islam. 14 
  Adapun menurut hukum Islam bahwa kepemilikan ialah pemeberian hak 
milik dari suatu pihak kepada pihak yang lainnya sesuai dengan ketentuan syariat 
untuk dikusai, yang pada hakikatnya hak itu adalah milik Allah Swt. Hal ini 
berarti bahwa kepemilikan harta berarti ialah yang didasarkan pada 
agama.Pandang Islam mengenai kepemilikan harta yaitu bahwa kepemilikan dan 
penguasaan harta benda pembagian dari naluri alami yang ada dalam diri setiap 
orang. oleh sebab itu, Islam menggap bahwa tidaklah baik dan tiak adil untuk 
menekan atau menghapusnya. Dan Islam mengaggap bahwa tidak ada bahwaya 
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jika dalam hak milik perseorangan bahkan sebaliknya mengglakkan setiap orang 
agar berusaha mendapatkan harta sehingga dapat memberikan manfaat yang besar 
kepada masyarakat. Sehingga jelas bahwa kebenaran untuk memiliki harta benda 
meruapakan suatu perkara yang dapat mendorong individu dalam berusaha 
memperoleh lebih banyak harta kekayaan. 
Pada hakikatnya Islam melarang adanya memberantas kepemilikan 
dengancara merampas, karena akan membatasi usaha manusia untuk memperoleh 
kekayaan dan jelas bertentangan dengan fitrah manusia serta akan memerangi 
kebebasan kepemilikan. Kemudian Islam hadir dengan membolehkan keoemilikan 
individu serta membatasi kepemilikan tersebut dengan mekanisme tersebut, bukan 
dengan perampasan. Sehingga dengan seperti itu sudah sesuai dengan fitrah 
manusia serta mampu mengatur hubungan-hubungan atar persoalan diantara 
mereka. 
      Islam memeiliki pandangan mengenai kepemilikan harta yang mana bahwa 
pada hakikatnya harta milik Allah Swt. Dan sesorang yang ingin memiliki sesuatu 
harus memiliki proses perpindahan yang sesuai dengan syaruat Islam. Dan 
Islampun mengakui adanya kebebeasan kepemilikan, dan juga hak milik pribadi 
yang dijadikan sebagai landasan pembangunan ekonomi, apabilah kta sudah 
sesuai dengan syariat Islam yakini memperoleh harta melalui jalan yang halal, dan 
pengemabangannya dengan cara yang dihalalkan dan sesuai dengan syariat Islam. 
Islam mewajibakan atas pemilikan ini sejumlah kewajiban yang bermacam-
macam seperti misalanya kewajiban zakat, sadaqah dan sebagainya. Begitupn 
bahwa Islam melarang kepada pemilik harta menggunakan kepemilikannya untuk 
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membuat kerusakan di bumi, atau melakukan sesuatu yang membahayakan 
manusia.15 Dan juga mengharamkan mengemabangkan harta dengan cara yang 
merusak nilai dan akhlak, seperti dengan memperoleh harta melalui kejahatan 
Begal (al-Hirābah). Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt pada Q.S An-
Nisa/4:29  
                      
                        
Terjemahnya:  
Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu saling memakan harta 
sesamau dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam 
perdaganagan yang berlaku atas dasar suaka sama suka diantara kamu. 
Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang 
kepadamu.16 
 
      Dan Islam tidak melindungi pemilikan yang didapatkan melalui cara yang 
haram, sebaliknya Islam akan meluaskan harta tersebut didapatkan harta sesuai 
dengan syariat Islam.Konsep kepemilian harta dalam Islam bahwa pada intinya 
Islam menyadari sepenuhnya bahwa pemilik hakiki dari segala sesuatu ialah Allah 
Swt, dan manusia sebagai khalifah dan hanya merupakan sebagai pemilik 
sementara dari apa yang dimilikinya. Oleh karena itu dalam segala tindakan 
ekonomi atau segala usaha memperoleh harta kekayaan, manusia harus melalui 
jalan yang diridhoi Allah Swt yaitu dengan sesuai dengan syariat Islam dalam 
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perolehan sumber, prosesnya ataupun pemanfaatan hasil kekayaan tersebut. 
Karena pada intinya segala sesuatu yang dimiliki oleh manusia akan dimintai 
pertanggung jawabannya diakhirat kelak oleh Allah Swt.17 Apabilah seseorang 
telah memilki hak kepemilikan terhadap suatu harta atau barang yang sudah sesuai 
dengan Syariah maka orang tersebut bebas bertindak terhadap benda atau harta 
tesebut, baik akan dijual maupun akan digadaikan. Dan baik dia sendiri maupun 
dengan perantara terhadap suatu harta sehingga seseorang mempunyai kekuasaan 
khusus terhadap harta tersebut.  
      Hakikat kepemilikan harta ialah bahwa Allah ialah sebagai pencipta dan 
pemilik harta yang hakiki, harta ialah fasilitas bagi kehidupan manusi, dan Allah 
menganugerahkan kepemilikan harta kepada manusia. Adapun penjelasan 
mengenai hakikat kepemilikan harta yang disebutkan ialah Allah sebagai pencipta 
dan pemilik harta yang hakiki. Di dalam ayat-ayat Al Quran menisabatkan dalam 
ayat-ayat Al Quran kepemilikan harta itu langsung kepada Allah Swt. Allah Swt 
langsung menisbatkan (menyandarkan) harat pada diriNya berarti harta milik 
Allah dalam ayat tersebut. Hal ini ditunjukkan oleh penggunaan kata „min 
malillah‟yang bermakna sebagaian dari harta Allah Swt. Allah merupakan pemilik 
mutlak atas sluruh harta yang ada di dunia.18 Dengan kata lain, bahwa tidak ada 
yang menjadi pemilik harta secara hakiki termasuk manusia, kecuali Allah Swt. 
Harta ialah sebagai fasilitas bagi kehiduan manusia. Setelah menyatakan bahwa 
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 Rizal, “Eksistensi Harta Dalam Islam, Jurnal Penelitian”,  9, no. 1 (2015): h. 98 
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Allah sebagai pemilik harta, Allah kemudian menganugerahkannya kepada 
manusia. Anugerah dari Allah Swt dengan tujuan memberikan fasailitas bagi 
kehidupan manusia. Dengan memberikan seglanaya kepada manusia, termasuk 
harta kekayaan yang ada di muka bumi ini. Sesuai dengan firman Allah Swt. 
Sesuai dengan Firman Allah Swt pada Q.S Al-Baqarah/2:29 
                           
                  
Terjemahannya:  
Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu 
kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi 
tujuh langit. Dan dia Maha Mengetahui segala sesuatu.19 
 
  Allah menganugerahkan kepemilikan harta kepada manusia. Allah Swt 
memberikan manusia sebagian dari harta-Nya setelah ia berupaya untuk mencari 
kekayaan, maka jadilah manusia disebut juga dengan mempunyai “harta”. Hal ini 
tampak dalam ayat Al Qur‟an yang juga mengisayaratkan bahwa harta sebagai 
milik manusia. Harta ketika dikaitkan dengan manuisa berarti dimiliki oleh 
manusia sebatas hidup di dunia, dan itupun bila diperoleh dengan cara yang sesuai 
menurut ketentuan syariat Islam. Maka dapat dikatakan bahwa harta pada 
hakikatnya merupakan milik Allah Swt, sedangkan manusia hanyalah memiliki 
harta dengan maksud diberi kuasa oleh Allah Swt. Sehingga cara 
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memperolehharta nya haruslah sesuai dengan aturan Islam yang memang 
merupakan wahyu-Nya.20 
Setiap Muslim hendaknya meyakini bahwa pemilik sesungguhnya harta 
kekayaan papaun yang ada di dunia ini hanyalah Allah Swt semata. Hanya saja, 
Allah Swt telah memberikan kuasa kepada manusia untuk mengusahakan dan juga 
dan Allah Swt memerintahkan kepada manusia untuk senantiasa berupaya 
mencari harta agar dapat memilikinya memanfaatkan harta tersebut. Sesuia dalam 
firman Allah Swt pada Q.S Al-Hadid/57:7 
                         
             
Terjemahnya:  
Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya serta infakkanlah (dijalan 
Allah) sebagaian harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai 
penguasanya (amanah). Maka orang-orang yang berimandinatara kamu 
dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memeperoleh pahala yang 
besar21. 
 
Terdapat empat hal penting mengenai kepemilikan harta, yaitu pertama 
kepemilikan itu tidak dilakukan dari hasil mengambil ataupun merampas hak 
orang lain. Yang dikatakan dengan orang lain ialah tidak hanya terbatas pada 
orang pribadi tapi kesemua orang. Misalnya harta yang dimiliki oleh negara, 
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perusahaan, atau badan hukum lainnya. Kedua, tidak menguasai atau meiliki 
barang-barang yang dharamkan untuk dikonsumsi oleh seorang muslim, misalnya 
dengan minuman keras, dan juga seperti mengkonsumsi binatang buas. Ketentuan 
haram dalam hal ini tidak hanya ditinjau dari segi aspek syariah, tetapi juga 
ditinjau dari segi hukum yang diberlakukan. Misalnya negara melarang warganya 
untuk memiliki suatu barang maka barang tersebut tetap diharamkan. Ketiga, 
kepemilikan harta dengan melalui cara berdagang ataupun usaha yang lain yang 
sesuai dengan syariah Islam.keempat, kepemilikan harta dapat timbul karena 
pemberian. Pemberian dapat dilakuakan dengan hadiah atau warisan. Dengan 
melalui cara ini merupakan salah satu cara yang halal dalam meperoleh 
kepemilikan harta. Keempat, kepemilikan kerana undang-undang atau karena 
hukum. Seperti misalnya orang merusak ataupun merampas harta milik orang lain 
dalam hal ini misalnya kejahatan Begal (al-Hirābah).22 
Dan adapun dua perimsip dalam kepemilikan Yang sesuai yang terkandung 
pada Al Quran. Pertama, bahwa kepemilikan mutlak hanya dimiliki oleh Allah 
Swt pada Q.S Ali Imran/3:189 sedangkan kepemilikan manusia bersifat relatif 
Q.S an-Nisa/4:7. Berkaitan dengan kepemilikan manusia yang relatif tersebut, 
adapun menurut pandangan AM. Saefuddin menjelaskan cara manusia 
mendapatkan hak kepemilikan. 
1. Kepemilikan yang berkaitan dengan sumber daya ekonomi, bukan 
menguasai sumber daya tersebut. Seorang Muslim yang tidak 
memenfaatkan atau memproduksi manfaat dari sumber-sumber yang 
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diamanatkan Allah tersebut akan kehilangan hak atas sumber-sumber daya 
itu. Kepemilikan dalam hal ini berlaku terhadap misalanya kepemilikan 
pada tanah. 
2. Kepemilikan hanaya sebatas sepanjamg orang tersebut masih hidup, dan 
bila orang itu meninggal, maka hak kepemilikananya harus didistribusikan 
kepada ahli waris. 
3. Kepemilikan perorangan tidak dibolehkan terhadp sumber-sumber yang 
menyangkut kepentingan umum atau menyangkut hajat hidup orang 
banyak. Sumber-sumber ini menjadi milik umum atau milik negara yang 
tidak dapat dimiliki secara peroramgam atau kelompok tertentu.23 
Konsep kepemilikan harta dalam hukum Syariah ialah hak individu untuk 
memiliki harta. Namun terdapat batasan tertentu agar kebebasan tersebut tidak 
merugikan kepentingan masyarakat umum. Adapun batasan-batasan tersebut 
ialah: 
1. Individu bebas dalam memperoleh dan memperjuangkan harta atau hak 
milik bendanya selama tidak melanggar ataupun selama tidak merugikan 
hak-hak individu-individu yang lain atau mebahayakan kepentingan 
umum(masyarakat) 
2. Agar dapat mempertahankan kehidupannya ia harus menjalankan  dan 
mengerjakan ketentuan-ketentuan syariah Islam dan meninggalkan yang 
haram untuk mencari penghiduoan dan tidak mengambil benda-benda atau 
harta yang haram. Hal ini sesuai dengan isi penjelasan Skripsi saya 
mengenai adanya laranagn kejahatan Begal (al-Hirābah) hal ini sesaui 
bahwa kejahatan Begal merupakan salah satau bentuk memeperoleh harta 
melalui jalan yang ham.24 
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 Ash Salih, Hak-Hak Dalam Islam (Jakarta: Trigenda Karya, 1995), h. 70 
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 Frank Vogel, Hukum Keuangan Islam  dalam Konsep, Teori dan Praktik (Bandung: 
Nusamedia Studio, 2007), h. 79 
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C. Pemanfaatan Harta Menururt Syariat Islam 
Hukum Syariah juga membatasi pemanfaatan harta dalm hal menghambur-
hamburkan harta dijalan yang terlarang seperti melakukan aktifitas suap, 
memberikan riba/bunga, membeli barang dan jasa yang diharamkan misalnya 
miras ataupun pelacuran. Dan juga melarang akan adanya transaksi dengan cara 
penipuan, pemalsuan.dan juga melarang aktifitas dapat merugikan orang lain 
misalnya dalam hal tersebut adanya kejahatan Begal (al-Hirābah). Aturan Islam 
juga membahsa bahwa bagaiamana seseorang akan mengembangkan harta. 
Anatara lain dengan jalan yang sesuai dengan syariah Islam dan juga larangan 
pengembangan harta seperti mmungut riba, judi, investasi dibidang haram seperti 
membuka diskotik. 
Seorang muslim haendaklah mamapu mengelola, dan menjaga dharuriyat al-
Khamzah (lima kebutuhan dasar) dimana hal tersebut merupakan Maqāṣid al-
syarī‟ah (tujuan-tujuan dari syariah) yaitu menjaga agama, jiwa, keturuanan, akal 
dan harta. Jadi harta merupakan salah satu di anatara lima hal yang sanagat 
penting yang dibicarakan dalam agama Islam. Para ulama pun, juga banyak 
memaparakan mengenai masalah harta, yang mana ada dalam satu bab dalam 
kitab al-Ghazali dalam kitabnya  ihya‟nya (Al-Ghazali, Ihya IV , tt :88)  ada juga 
yang menyusun sebuah kitab khusus yang membehas mengenai harta.25 
      Syariat Islam sangat memperhatikan mengenai harta benda seseorang 
karenamenjaga harta termsauk dalam bagian Maqāṣid al-syarī‟ah yang kelima yaitu 
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 Muhammad Nizar, “Sumber Dana Dalam Pendidikan Islam”, al-Murrabi 1, no. 2 
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Hifdzu al-Mal. Harta merupakan komponen pokok dalam kehidupan manusia, 
dharuri yang tidak mudah untuk ditinggalkan begitu saja. Dalam rangka 
memenuhi kebetuhan itu makaterjadilah adanya hubungan horizontal anatara 
manusia atau ini disebut juga dengan adanya hubungan muamalah. Memiliki harta 
dan memproduksi barang-barang yang baik ialah sah menurut Islam berdasarkan 
nilai-nilai moral Islam, orientasai manusia dalam mengelola hartanya berdasarkan 
syariat Islam akan berorientasi utama pada dua hal. Yaitu Pertama, memanfaatkan 
harta tersebut ialah dengan digunakan ntuk kelangsungan kehidupan sendiri dan 
keluarganya ataupun untuk dimafaatkan untuk tujuan amal saleh dan sebagai alat 
untuk mendapatkan keridhoan Allah Swt. Dalam memanfaatkan harta Islam juga 
memperhatikan mengenai kemaslahatan oleh karena itu menjadi tujuan dari 
syariat Islam (Maqāṣid al-syarī‟ah) dan juga didalmnya terkandung unsur manfaat 
dan berkah.26 
Pemanfaatn harta memiliki kaitan dengan ketentuan penguasaan harta 
tersebut, penguasan terhadap harta dapat dilihat karena adanya hubungan 
kepemilikan, hubungan pemanfaatan, dan hubungan penguasaan. Pemanfaatan 
harta menurut Hukum Syarait Islam ialah hendaklah senantiasa dalam bentuk 
pengabdian kepada Allah dan dimafaatkan dalam rangka taqarub (mendekatkan 
diri) kepada Allah. Pemanfaatan hata pribadi tidaklah boleh hanya untuk pribadi 
pemilik harta, melainkan juga digunakan dalam tujuan sosial dalam rangka 
membantu sesama. 
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BAB IV  
ANALISIS ASPEK MAQASID AL- SYARIAH DALAM PENGHARAMAN  
HARTA BENDA  KEJAHATAN BEGAL 
A. Aspek Maqasid al-Syariah Tentang Perlindungan Harta Benda 
Pembicaraan tentang Maqāṣid al-syarī‟ah atau tujuan hukum Islammerupakan 
suatu pembahasan penting dalam hukum Islam yang tidak luputdari perhatian 
ulama serta pakar hukum Islam. Sebagian ulamamenempatkannya dalam bahasan 
ushul fiqh, dan ulama lain membahasnyasebagai materi tersendiri serta diperluas 
dalam filsafat hukum Islam. Biladiteliti semua perintah dan larangan Allah dalam 
Al-Qur'an, begitu pulasuruhan dan larangan Nabi SAW dalam sunnah yang 
terumuskan dalamfiqh, akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu 
dan tidakada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, 
yaitusebagai rahmat bagi umat manusia, sebagaimana yang ditegaskan 
dalambeberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya dalam surat Al-Anbiya' :107, 
tentangtujuan Nabi Muhammad diutus. Rahmat untuk seluruh alam dalam 
ayattersebut diartikan dengan kemaslahatan umat. 1 
Maqaṣid al-Syariah merupakan tujuan-tujuan umum yang ingin diraih dan 
diwujudkan didalam kehidupan manusia. Dan Maqāṣid al-syarī‟ah sebagai konsep 
penting dalam kajian hukum Islam. Dan paara ahli hukum Islam menjadikan 
Maqāṣid al-syarī ‟ah sebagai ilmu yang harus dipahami oleh mujtahid, yaitu 
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 Asmuni Mtb, “Perlindungan Terhadap Harta pada Aspek Maqāṣid al-syarī‟ah“ , 
Jurnal Mila 5 no. 2 (2006): h, 294 
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mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, menarik manfaat dan 
menolak mudharat.2 Dan Maqasid berupa kondisi-kondisi yang dikehendaki oleh 
ajaran agama untuk merealisasikan kemanfaatan bagi kehidupan umat manusia 
atau menjaga kemaslahatan public dengan memberikan ketentuan hukum dalam 
segala aktivitas khusus mereka yang mengandung hikmah. Tindakan-tindakan 
yangdiperintahkan berdasarkan esenisinya dan diusahakan oleh jiwa untuk 
meraihnya dengan melakukan berbagai macam cara atau dijadikan sebagai sebah 
beban untuk dijalankan dengan penuh kedudukan yang harus ditempuh 
berdasarkan ketentuan yang sudah ada atau yang telah digariskan oleh Allah Swt 
untuk mewujudkan tujuan yang bermanfaat bagi manusia atau untuk memelihara 
kemaslahatan bagi manusia ataupun untuk memelihara kemasalhatan kehidupan 
manusia yang berkaitan mengenai ranah public dalam bentuk aktifitas yang 
bersifat khusus yaitu termasuk didalamnya ialah setap hikmah yang harus dijaga 
dalam setiap bentuk kebijakan hukum dari seluruh aktivitas manusia.3 
Dalam penetapan suatu hukum, seorang ahli hukum harus mengetahui 
adanya prosedur penggalian hukum (thruq al- istinbath) dari teks. Dan penggalian 
hukum Syariah Islam itu melalui dua pendekatan yaitu pendekatan kontekstual 
dan pendekatan literal. Adapun pendekatan kontekstual yaitu mengambil 
kesimpulan hukum secara tidak langsung kepada teks melainkan melalaui 
memanfaatakan alat-alat metodlogi berupa Ijma, Qias, Istihsan, Istishab, Marsalah 
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 Sandi Reski Febian, “ Aplikasi Maasid al-Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah”, 
Amwaluna 1 no 2 (2017) : h. 231 
3
 Sandi Reski Febian, “ Aplikasi Maasid al-Syariah Dalam Bidang Perbankan Syariah”, 
Amwaluna 1 no 2 (2017) : h. 231 
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Mursalah, Kaidah Fikhiyah (Maqāṣid al-syarī‟ah). Sedangkan pendekatan Literatur 
yaitu dengan mengambil keputusan berupa keismpulan hukum berdasarkan 
adanaya makna literature suatu teks.4 
Maqāṣid al-syarī‟ah diperlukan misalnya dalam hal menyelasaikan sesuatu 
yang tidak memiliki dalil dalam menetapkan hukum, sebab dengan adanya Maqā 
ṣid al-syarī‟ah sebagai wasilah untuk memahami nash-nash Al Qur‟an dan Hadist. 
Selain itu Maqasid al-Syariah juga bertujuan untuk memelihara kemaslahatan 
umat manusia serta mampu memberikan solusi terhadap nash-nash yang 
kontrakdiktif. Dan untuk dapat memahami Maqāṣid al-syarī‟ah ada beberapa cara 
yang dapat ditempuh dianataranya, Pertama analisis lafaz perintah dan larangan 
dan ini lebih banyak ditujukan pada masalah-masalah ibadah. Kedua, penelahaan 
Ilāhi Amr dan Nahy yang ditujukan pada persoalan social masyarakat 
(muamalah).Kemaslahatan sebagai inti dari Maqāṣid al-syarī‟ah yaitu memiliki 
peranan penting dalam penentu hukum Islam. Sebab hukum Islam diturunkan 
mempunyai tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan ummat baik di dunia 
maupun diakhirat. Dengan demikian Maqāṣid al-syarī‟ah memiliki hubungan yang 
erat dengan metode istinbath hukum. Dengan kata lain bahwa setiap metode 
istinbath hukum berdasar pada kemaslahatan.5 Pemahaman dasar maqashid asy 
syariah semakin penting mengingat bahwa hukum itu selalu berkembang sesuai 
dengan perkembangan tempat, zaman, dan keadaan. Bentuk hukum bisa berbeda 
pada tempat yang berbeda, atau pada masa (waktu) yang berbeda.  Terlebih lagi 
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 Abdi Wijaya, “Cara Memahami Maqasid al-Syariah” Ad Daulah 4, no 2 (2015): h. 344 
5
 Fitrah, “Maqasid al Syariah pengertian dan Penerapan dalam Ekonomi Islam”, Kajian 
Ilmu-Ilmu KeIslaman 03 No. 1 (2017): h.167  
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pada masalah masalah atau kasus yang dalil untuk menetapkan hukumnya tidak 
ditemukan dalam al-Qur‟an dan al-Sunnah. 
Dalam Maqāṣid al-syarī‟ah senantiasa memperhatikan kepentingan dan 
perkembangan kebutuhan manusia. Adapun yang termasuk dalam tujuan 
kemaslahatan ialah: 
1. Memelihara Agama (ḥifẓ ad- dīn). 
2. Memelihara jiwa (ḥifẓ al-nafs) 
3. Memelihara Akal (ḥifẓ al‟aql) 
4. Memeihara keurunan (ḥifẓ al-nasl ). 
5. Memelihara harta benda (ḥifẓ al-māl) 
 
Dan jika dari segi  pembuatan hukum yaitu Allah dan Rasulullah Saw dan 
dengan mengemukakan bahwa tujuan hukum Islam yang pertama ialah untuk 
memenuhi kebutuhan atau keperluan hidup manusia yang bersifat primer, 
sekunder dan tersier yang dalam keputusan hukum Islam masing-masih disebut 
dengan daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. 
1. Kebutuhan primer (Daruriyat) ialah kebutuhan utama yang harus 
dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar 
kemaslahatan hidup manusia benar-benar terwujud. Atau dapat dikataakan 
bahwa sebagai sesuatu yang harus ada/ dilaksanakan untuk mewujudkan 
kemaslahatan yang terkait dengan dimensi atau urusan duniawai dan 
ukhrawi sekaligus. Apabila ini tidak ada, maka akan menyebabkan 
hilangnya hidup dan kehidupan. Misalnya seperti kebutuhan makan, 
minum, shalat, puasa dan kebutuhan ibadah lainnya. Contohnya dalam 
muamalah ialah kewajiban melakukan akaddalam transaksi apapun. 
2. Kebutuhan sekunder (hajiyyat) ialah kebutuhan yang diperlukan untuk 
mencapai kebutuhan primer. Atau daapat dikatakan bahwa beurpa 
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kebutuhan yang sebaiknya ada sehingga dalam melaksanakannya leluasa 
terhindar dari kesulitan. Dan jika kebuthan ini tidak ada maka tidak akan 
menimbulkan kerusakan dan kematian namun akan menimnulkan 
kesulitan.   
3. Kebutuhan Tersier (tahsiniyyat) ialah kebutuhan hidup manusia sekain 
dari sifat kebutuhan primer dan sekunder yang perlu untuk dipelihara 
untuk kelangsungan hidup manusia. Selain diaktakan juga sebagai 
kebutuhan yang tidak mencapai kategori kebutuhan Primer dan sekunder. 
Dan hal-hal yang termasuk dalam kebutuhan sekunder (Hjiayyat) yaitu 
jika dilakukan kan mendatangkan aakesepurnaan dalam suatu aktivitas 
yang dilakukan, dan jika ditinggalkan kan menimbulkan kesulitan. 
 
Adapun didalam skipsi ini penulis memaparkan mengenai aspek pemeliharaan 
Harta Benda (ḥifẓ al-māl) .Pada dasarnya, Islam adalah agama yang sempurna 
mencakup segala bidangkehidupan manusia. Harta di dalam sistem ekonomi Islam 
memiliki kedudukan yangpenting. Dalam kaitannya dengan kegiatan bisnis 
ekonomi dan ritual ibadah, hartadiperhatikan betul sehingga di dalam Maqāṣid al-
syarī‟ah menjadikannya salah satupoin penting, yaitu memelihara atau menjaga 
harta. Hal ini adalah maksud dantujuan Allah dalam rangka memberikan 
kemaslahatan kepada manusia untuk kiranyadijadikan sebagai pedoman di dalam 
berbisnis dan bermuamalah. Penggunaanharta dalam ajaran Islam harus senantiasa 
dalam pengabdian kepada Allahdan dimanfaatkan dalam rangka taqarrub 
(mendekatkan diri) kepada Allah. 
Pemanfaatan harta pribadi tidak boleh hanya untuk pribadi pemilik 
harta,melainkan juga digunakan untuk fungsi sosial dalam rangka 
membantusesama manusia. Islam telah memberikan perhatian khusus terhadap 
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hartabaik dari segi cara mendapatkannya maupun penggunaannya, sehingga 
hartayang dimiliki itu mempunyai nilai ibadah di sisi Allah dalam rangka 
pencapaiankehidupan yang lebih bahagia di akhirat. 
Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, diamana 
manusia tidak akan berpisah dari harta. Sesuai dalam Firman Allah Swt pada Q.S 
Al-Kahfi/18:36 
                           
Terjemahnya:  
Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal 
kebijaknnya yang terus menerus adalah lebih baik pahalanya dari sisis 
Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.6 
 
Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan 
demi menambah kenikmatan mataeri dan religi, dan tidak boleh sebagai 
penghalang anatara dirinya dan harta. Namun semua motovasi, ini dibatasi dengan 
tiga syarat yaitu harta dikumpulkan melalui cara yang halal, dipergunakan untuk 
hal-hal yang halal, dan harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan msyarakat 
tempat dia hidup atau yang berada disekitarnya. Setelah itu, barulah dia dapat 
menikmati harta atersebut sesukahatinya, tanpa adanya pemberosan karena 
pemberosan untuk kenikmatan materi akan akan mengakbitakan hal sebaliknya, 
yakni sakitnya tubuh sebagai hasil dari keberlebihanana. Cara menghasilkan harta 
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yang baik dan sesuai dengan ketentuan Syariat Islam ialah dengen bekerja dan 
mewarisi, maka seseorang tidak boleh memakan harta orang lain dengan cara 
yang batil. Sesuai dengan firman Allah Swt pada Q.S Al-Baqarah/2:188 
                            
                  
Terjemahnya: 
Dan janganlah kamu makan harta di anatara kamu dengan jalan yang batil, 
dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, 
dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu, 
dengan jalan dosa padahal kamu mengetahuinya.7 
 
Dan juga sesuai dengan firman Allah Swt pada Q.S An-Nisa/4:29 
                      
                        
Terjemahnya:  
Wahai orang-orang beriman janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam 
perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka dianatara kamu. Dan 
janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang 
kepadamu.8 
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Allah juga mengharamkan manusai memakan harta jika harta tersebut 
diperoleh melalu jalan mencuri. Sebagaimana dalam firmannya pada Q.S Al-
Maidah/5:38 
                           
      
Terjemahnya:  
Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah 
tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatannya yang mereka 
lakukan dan sebagai siksaaan dari Allah dan Allah Maha Perkasa dan 
Maha Bijaksana.9 
 
Harta yang baik pastinya berasal dari tangan-tangan orang yang cara 
memilikinya berasal dari pekerjaan yang dianjurkan oelh agama atau sesuai 
dengan ketentuan Syariat Islam. Perlindungan untuk harta yang baik ini tampak 
dalam dua hal yaitu Pertama, memiliki hak untuk dijaga dari para musuhnya, baik 
dari tindakan pencurian perampsan, tau tindakan lain memakan harta orang lain 
(baik dilakukan kamum muslimin atau nonmuslimin) dengan cara yang batil 
seperti merampok, menipu, memonopoli maupun melalui kejahatan Begal (al-
Hirābah). Kedua harta tersebut diprgunkan untuk hal-hal yang mubah, tanpa ada 
unsur mubadzir atau menipu untuk hal-hal yang dihalalkan Allah. Maka harta ini 
tidak dinafkakan untuk kefasikan, minuman keras dan judi.  
                                                           
9
 Kementrian Agama RI, Al-Majid Al Qur‟an dan Terjemahannya, h. 114 
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  Maka jelaslah bahwa harta tidak boleh untuk diberdagunaka untuk hal-hal 
yang haram. Melalui harta jangan sampai berbuat suap tau kesaksian palsu, atau 
digunakan dalam mencari kesanangan namun melalui jalan yang haram. Ataupun 
dengan melakukan kejahatan untuk mendapatkan harta namun dengan jalan yang 
saah yaitu dengan menganiaya korban ini biasanya disebut dengan kejahatan 
Begal (al-Hirābah). Demikian lah hukum Islam mencakup masalah-msalah harta 
dari semua aspek agar harta bisa menjadi sumber kenikmatan dan kehidupan bagi 
masyarakat, menjauhkan kedengkian sehingga kepercayaan dan ketenangan bisa 
mendominasi masyarakat. Dalam Islam harta ialah harta Allah yang ditettapkan-
Nya alam sebagai anugerah illahi, yang diawasi dan ditundukan-Nya untuk 
manusia seluruhnya. Dan pada kenyatannya dengan harta, jalan dapat disatukan 
dan kedudukan manusia akan diraih serta pangkat yang mereka raih ialah dari 
harta., yakni hata dan hak Allah seperti yang telah ditetapkan dalam Hukum Islam 
adalah hak masyarakat, bukan hak kelompok, golongan ataupun strata tertentu. 
 Lalau terdapat pula Hadist Nabi Muhammad Saw untuk membahas 
menegenai sikap AL Qur‟an memeberikan batasan, yaitu yang manakah termasuk 
milik manusia dengan statusnya sebagai manusia atas harta yang telah di tetapkan 
Al-Qur‟an yaitu sebagai kebutuhannya yaitu sesuai dengan adat istiadat ataupun 
kebiasan dalam konsisi umum bukan harta yang melebihi kada kebutuhan. Hadist-
hadist ini menerapkan sikap Al Qur‟an ketika membedahkan anatara harta yang 
secara mutlak adalah milik Allah dengan perkaitan seseorang atau perkaitan atas 
milik harta seseorang. Rasulullah telah memberitahukan kepada para sahabatnya 
bahwa harta mereka adalah kebuthan mereka. Adapun selain itu, maka harta itu 
93 
 
 
 
adalah milik ahli warisnya bukan hartanya. Orang-orang yang memperhatikan hal 
yang lebih dari kebutuhannya berarti mencintai harta orang lain, karena ia lebih 
dari kadar kebutuhannya. Dalam masalah sosial, ketika Islam berpihak kepada 
kelompok umat dan menjadikan kebutuhan sebagai tolak ukur kekuasaanya maka 
sesungguhnya Islam memiliki target untuk menghindari semua bahaya dan 
mudarat yang muncul dari tindakan pemusataan kekayaan Allah. 
Dilihat dari segi kepentingannya, pemeliharaan harta benda menurut 
Maqāṣid al-syarī‟ah dibedakan menjadi tiga perangkat Pertama, memelihara harta 
dalam peringkat dharuriyat, untuk mempertahankan kehidupan manusia 
memerlukan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga mereka 
berupaya untuk mendapatkan harta dengan cara yang halal dan baik. Dalam hal 
memelihara yang merupakan tingakt primer Allah Swt enetapkan aturan untuk 
mendapatkan harta sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dan melarang manusia 
untuk mendapatkan harta melalui jalan yang tidak halal.  
 Kedua, memelihara harta dalam peringkat hajjiyat seperti disyaratkan jual 
beli, kerjasama pertanian dan perkebunan serta perdagangan. Apabila cara ini 
tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksisitensi harta, tetapi kan 
memepersulit orang yang memerlukan modal. Ketiga, memelihara harta dalam 
peringkat tahsiniyyat seperti ada ketentuan agar menghindarkan dari pengecohan 
dan penipuan, dibolehkan jula beli, dan juga berlaku pada dat kebiasaan. , seperti 
dianurjkan untuk berhemat. 10 Islam meyakini bahwa semua harta di dunia ini 
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 Eko Siswanto, Deradikalisasi Hukum Islam dalam Perspektif Mashlahat, h. 169 
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milik Allah Swt manausia hanya berhak untuk memanfaatkannya saja. Walaupun 
demikian Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena itu manusia 
sangat mengusahakan dengan jalan apapun , maka Islam mengatur agar jangan 
sampai kekeliruan ketika ingin mencari dan mendapatkan harta.  
Perlindungan untuk harta yang baik ini tampak dalam memliki hak untuk di 
jaga dari para musuhnya, baik dari tindak pencurian, perampasan, atautindakan 
lain memakan harta orang lain (baik dilakukan kaum muslimin atau nonmuslim ) 
dengancara yang batil, seperti merampok, menipu, atau memonopoli. Harta 
tersebut dipergunakan untuk hal-hal yang mubah, tanpa ada unsur mubazir 
ataumenipu untuk hal-hal yang dihalalkan Allah. Maka harta ini tidak dinafkahkan 
untuk kefasikan,minuman keras, atau berjudi. 
B. Pengharaman Kejahatan Begal dalam Maqāṣid al-syarī’ah  
Kejehatan Begal (al-Hirābah) termasuk kejahatan yang menyebabkan 
terjadinya penganiayaan terhadap jiwa dan harta benda. Islam memberikan 
perhatian yang besar untuk dapat memenuhi rasa aman dan keamanan kepada 
seluruh manusia. Sanksi yang diberlakukan untuk semua tindakan kejahatan tidak 
lain adalah untuk menjaga jiwa dan harta benda dari segala macam tindakan 
penganiayaan yang mengancam nyawa atau harta benda tersebut. Jiwa manusia 
dijaga dan dimuliakan dan harta yang dihasilkan manusia juga dijaga dan 
dimuliahkan. Maka tindak penganiayaan terhadap keduanya merupakan tindkan 
kejahatan, dimana Islam memberikan sanksi hukuman yang sesuai. Nash-nash Al-
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Qur;an telah menjelaskan pengharaman al-Hirābahseperti firman Allah Swt pada 
Q.S  Al-Maidah:5/33 
                        
                            
                    
Terjemahnya: 
Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah 
dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka 
dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan 
bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya), yang 
demikian itu (sebagai) penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat 
mereka beroleh siksaan yang besar. 11 
 
 Secara umum dapat dikatakan bahwa kejahatan Begal (al-Hirābah) 
bahawa kejahatan Begal (al-Hirābah) ialah keluarnya sekelompok orang atau 
seseorang yang memiliki kekuatan menuju jalanan umum dengan tujuan untuk 
menghalangi perjalanan, merampas harta, menganiaya jiwa dan nyawa, atau 
menakut-nakuti orang-orang yang ada dalam perjalanan tersebut, dengan 
mengandalkan kekuatan. Degan analogi umum, termasuk di dalam define ini 
adalah kelompok teroris, kelompok orang-orang yang merampas, dan kelompok 
para pencuri. 
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 Kementrian Agama RI, Al-Majid Al Qur‟an dan Terjemahannya, h. 5 
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Dari penjelasan hukum Islam itu sendiri bahwa seseorang atau sekelompok 
orang dianggap sebagai jalan apabilah memenuhi beberapa kriteria sebagai 
berikut: 
1. Menakut-nakuti dijalan raya 
2. Mengambil harta saja 
3. Membunuh saja 
4. Mengambi harta dan membunuh 
 
Menurut para ulama fiqih masing-masing kejahatan ini memiliki sanksi 
khusus yang sesuai dengan pebedaan atau tingkat kejahatannya. 
1. Dibunuh 
2. Dibunuh dan disalib 
3. Dipotong tangan dan kaki 
4. Diasingkan 
 
Dan adapun kandungan pada Q.S Al-Maidah ayat 33 mengenai penghormatan 
dan pemuliaan kepada hak masyarakat dan seluruh kaum muslimin. Dalam 
Firman-Nya pada surah Al-Maidah ayat 3. “Dan membuat kerusakan di muka 
bumi” terdapat hal yang menegaskan bahwa Al-Quran tidak hanya menetapkan 
dan mengusahakan hak-hak tersebut dengan cara yang batil, namun Al-Quran 
menyatakan bahwa hak-hak ini ditetapkan sesuai dengan hukum kemaslahatan. 
Karena itu, tindak penganiayaan untuk sebuah rasa aman merupakan bentuk 
pengrusakan dan tindakan merusak harus dilawan dengan segala cara yang dapat 
mncabut tindakan tersebut sampai ke akar-akarnya. Karena itu Al-Quran 
mnjelaskan bahwa balsan atau sanksi yang ada harus sesuai dengan tindakn 
kejahatan yang dilakukan. 
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Dengan merenungkan sanksi-sanksi tersebut kita dapat memperhatikan 
adanyaa tujuan yang bersifat sosial dan urgen, yang tidak melampaui kata „adil‟. 
Jika si pembegal atau pelakau kejahatan Begal membunuh, dia harus dihukum 
bunuh juga sebagai had baginya, maka sanksi seperti ini merupakan hakikat 
keadilan. Dan jika dia membunuh dan menjarah harta si korban, maka dia harus 
disalib sebagai tindakan memberikan contoh da pengajaran, karena kejahatan 
yang dilakukannya adalah kejahatan ganda. Dan dalam sanksi penyaliban ini 
berarti menghilangkan nyawa si pelaku kejahatan dan juga menjadi pelajaran atau 
pengajaran kepada orang lainyang berprofesi sama dengan si pelaku. Jika 
kejahatannya hanya terbatas pada penjarahan harta maka tangan kanan dan kaki 
kirinya harus dipotong, karena dengan tanagan, kekuatannya akan menjadi besar, 
dan dengan kaki dia dapat berlari. Maka sanksi ini jelas merupakan hakikat 
keadilan. Namun, bila kejahatan yang dilakukannya hanya menakut-nakuti 
korban, dia harus diasingkan dari daerah tersebut demi menghancurkan 
kemasyurahannya. 
Adapun Firman Allah Swt “Yang demikian itu adalah sebagai penghinaan 
bagi mereka di dunia”. Paenggalan ayat ini menegaskan bahwa perundangan 
Islam sangat memperhatikan faktor-faktor psikis yang mendorong para penjahat 
untuk melakukan aksi kejahatannya. Dianatara faktor-faktor tersebut adalah 
kesombongan dan ketidakperdulian mereka. Penghinaan tersebut bertujuan untuk 
memperbaiki jiwa atau psikis mereka, dan mengembalikannya untuk dapat 
merasakan nilai-nilai akhlak yang posisitif. 
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 Pengecualian yang ada dalam Surah Al-Maidah ayat 34, kecuali orang-
orang yang taubat (dianatara mereka) sebelum kamu dapat menguasai 
(menangkap) mereka, penggalan ini menjelaskan betapa Islam sangat merindukan 
adanya kedamaiaan sosial, agar setiap orang dan warga negara dpat menikmati 
naungannya yang aman.12 
 
C. Analisis Pengharaman Kejahatan Begal dalam Maqāṣid al-syarī’ah 
Tentang Perlindungan Harta Benda 
Islam memperhatikan harta benda seseorang karena penjagaan harta masuk 
dalam kategori cakupan Maqāṣid al-syarī‟ah yang kelima yaitu Hifdzu al-Mal 
(memelihara harta benda). Harta merupakan komponen pokok dalam kehidupan 
manusia unsur dharuri yang tidak mudah untuk ditinggalkan begitu saja. Dalam 
rangka memenuhi kebutuhan itu maka terjadilah hubungan horizontal anatar 
manusia (mu‟amalah). Memiliki harta dan memproduksi barang-barang yang baik 
adalah sah menurut Islam berdasarkan nilai-nilai moral, orientasi manusia dalam 
mengelolah hartanya berdasarkan syari‟at Islam akan berorientasi utama pada dua 
hal. Pertama, pemanfaatan harta tersebut digunakan untuk kelangsungan 
kehidupan sendiri dan keluarganya. Kedua, adalah pemanfaatan harta tersebut 
bagi manusia diluar keluarga atau pemanfaatan yang bermotif pada amal saleh 
sebagai alat untuk mendaapatkan gelar kemulian Allah Swt. Dalam 
pengembangan harta, islam juga sangat menekankan maslahah karena itu 
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 Ahmad Al-Mursi, Maqasid Syariah (Jakrta: Bumi Aksara, 2009), h. 186 
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merupakan tujuan dari Syari‟at Islam  (Maqāṣid al-syarī‟ah) dan juga didalamnya 
terkandung unsur manfaat dan berkah.13 
Islam memandang bahwa terwujudnya rasa aman individu dan masyarakat 
bukan semata hak atas mereka, lebih dari itu ialah sesuatu yang wajib diwujudkan 
dan diperjuangkan terwujudnya. Mewujudkan rasa aman merupakan kewajiban 
syar‟I yang harus direalisasikan dan merupakan urgensitas diantara perkara-
perkara urgen lainnya dalam memelihara, mengembangkan dan menjaga 
peradaban manusia. Peradaban manusia tegak diatas rasa aman. Dan mustahil 
suatu peradaban dapat terwujud tanpa ada rasa aman ditengah-tengah kehidupan 
manusia yang sedang membangun peradaban. Karena ia adalah kebutuhan asasi 
bagi mereka. Pandangan Islam yang demikian ini menuntut adanya upaya 
mewujudkan rasa aman, menjaga faktor-faktor yang dapat mewujudkan keamanan 
sosial, serta menghalangi dan menjauhkan masyarakat dari faktor-faktor yang bisa 
mencabut rasa aman. Hal tersebut dikarenakan rasa aman adalah dasar bagi 
berlangsungnya ajaran agama dengan sempurna. Dengan keamanan kemaslahatan 
dalam kehidupan sosial dapat diraih juga kemaslahatan gama dapat terwujud. 
Sebaliknya hilangnya keamanan dalam masyarakat menyebabkan berbagai 
masalah yang merugikan kehidupn manusia baik secara individu maupun dalam 
masyarakat dan juga bernegara. 
Dianatara kejahatan yang diberi perhatian khusus alam Islam dan memiliki 
dampak besar hilangnya rasa aman dalam masyarakat ialah pencurian dan 
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 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: Akademik Presindo, 
2015,), h. 48 
100 
 
 
 
perampokan dan disertai pembunuhan yang dikenal dengan istilah kejahatan 
Begal (al-Hirābah). Menurut para ulama ahli fikih kejahatan Begal (al-Hirābah) 
adalah aksi pencegatan yang dilakukan secara ogan dan terang-terangan untuk 
merampas harta seseorang, membunuh ataupun menakut-nakuti dengan 
mengandalkan kekuatan dan jauhnya korban dari bantuan orang lain. Dalam 
kejahatan Begal (al-Hirābah) terdapat berbagai jenis kejahatan yang merampas 
harta, menakut-nakuti membunuh, dan menggangu orang yang melewati jalan. 
Kejahatan Begal (al-Hirābah) sebagai kejahatan konvensional bahkan telah 
menjadi sebuah fenomena kejahatan yang sampai saat ini sangat meresahkan 
masyarakat. Keadaan ini tentu tidak dapat dibiarkan karena selain merusak 
ketertiban dan keamanan yang merupakan napas dari kehidupan sosial, juga 
membuat hilangnya harta dan nyawa.  
      Pada konsep Maqāṣid al-syarī‟ah terdapat kandungan untuk memelihara harta 
benda. Secara umum bahwa yang dimaksud dengan memelihatra harta benda yaitu 
melalui cara memperolehnya hendaknya melalui cara yang halal atau melalui 
proses yang sesuai dengan ketentuan Syariat Islam. Bukan melalui jalan yang 
haram atau dilarang oleh syariat Islam. Begitupun dengan adanya kejahatan Begal 
(al-Hirābah) karena yang terjadi ialah pada kejahatan Begal para tersangka yang 
melakukan nya itu memiliki tujuan untuk memperoleh harta dari korban, 
yangmana tersangka pada saat merealisasikannya di jalan raya dan biasanyapun 
terjadi di malam hari dan menggunakan senjata tajam. Pada saaat kejadian nya 
pun jika tersangka sudah mulai menjalankan kejahatannya para tersangka 
melakukannya dengan kekerasan dan mengancam korban. Jika korban melakukan 
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perlawanan maka biasanya tersangka barulah menyerangnya dengan senjata tajam 
yang dimilikinya. Jadi jelaslah bahwa adanya kejahatan Begal (al-Hirābah) 
merupakan salah satu tindakan kejahatan yang melanggar aturan hukum Islam. 
Sebab melanggar dalam ketentuan Maqāṣid al-syarī‟ahyaitu pada aspek Maqāsid al-
syarī‟ah  dalam hal memelihara harta benda karena jelaslah dengan tindakan 
kejahatan Begal itu memperoleh harta melalui cara yang haram.  
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan pada bab sebelumnya, maka 
penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Adapun yang menjadi unsur-unsur pokok dari kategori kejahatan Begal 
(al-Hirābah) yaitu dilakukan dengan sengaja, dilakukan di jalan umum 
atau diluar pemukiman korban maupun di dalam kota, dilakukan secara 
terang-terangan, serta adanya unsur kekerasan atau anacaman kekerasan. 
Disamping itu unsur-unsur yang ada di dalam tindak kejahatan Begal yaitu 
mislanya barang itu berpindah tangan dari tangan pemiliknya ke tangan 
pelaku Begal. Tujuan penerapan hukum Islam  pada setiap tindak pidana 
kejahatan Begal (al-Hirābah) guna mengeakkan keadilan berdasarkan 
penciptaan manusia sehingga terwujud ketertiban dan ketentraman 
masyarakat. Oleh karena itu, putusan hakim hendaklah mengandung rasa 
keadilan agar senantiasa dipatuhi oleh masyarakat. Dan masyarakat yang 
patuh terhadap hukum berarti mencintai keadilan 
 
2. Kedudukan harta dalam Islam bahwa Islam senantiasa mengingatkan 
bahwa harta merupakan amanah yang harus hati-hati dalam mencarinya 
dan harus sesuai dengan syariat Islam dalam menggunakannya, karena di 
hari kiamat aka nada pertanggung jawaban dalam mengelolah harta, jika 
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keliru dalam mencarinya dan tidak sesuai dengan syariat Islam dalam 
menggunakannya maka harta akan membuat manusia celaka dalam 
akhirat. Jadi hukum Islam tidak memperhatikan pembatasan harta 
seseorang dari segi jumlahnya, melainkan dilihat dari segi cara 
memperolehnya (halalnya) dan fungsinya dalam masyarakat. Dengan 
demikian bahwa dalam hal kedudukan harta dalam Islam tidak sedikit 
mengandung pengertian-pengertian yuridis yang tidak memungkinkan 
masyarakat menjurus kepada sisitem ekonomi yang liberal kapitalis, 
namun memberikan dasar bagi perumusan-perumusan yuridis untuk 
menciptakan sistem kemakmuran bersama yang menilai tinggi martabat 
manusia 
3. Pada konsep Maqāṣid al-syarī‟ah terdapat kandungan untuk memelihara 
harta benda. Secara umum bahwa yang dimaksud dengan memelihatra 
harta benda yaitu melalui cara memperolehnya hendaknya melalui cara 
yang halal atau melalui proses yang sesuai dengan ketentuan Syariat Islam. 
Bukan melalui jalan yang haram atau dilarang oleh syariat Islam. 
Begitupun dengan adanya kejahatan Begal (al-Hirābah) karena yang 
terjadi ialah pada kejahatan Begal para tersangka yang melakukan nya itu 
memiliki tujuan untuk memperoleh harta dari korban, yangmana tersangka 
pada saat merealisasikannya di jalan raya dan biasanyapun terjadi di 
malam hari dan menggunakan senjata tajam. Pada saaat kejadian nya pun 
jika tersangka sudah mulai menjalankan kejahatannya para tersangka 
melakukannya dengan kekerasan dan mengancam korban. Jika korban 
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melakukan perlawanan maka biasanya tersangka barulah menyerangnya 
dengan senjata tajam yang dimilikinya. Jadi jelaslah bahwa adanya 
kejahatan Begal (al-Hirābah) merupakan salah satu tindakan kejahatan 
yang melanggar aturan hukum Islam. Sebab melanggar dalam ketentuan 
Maqāṣid al-syarī‟ahyaitu pada aspek Maqāṣid al-syarī‟ahdalam hal 
memelihara harta benda karena jelaslah dengan tindakan kejahatan Begal 
itu memperoleh harta melalui cara yang haram.  
 
B. Implikasi Penelitian 
Implikasi dari penelitian ialah Pertama, Bagi pemerintah sebaiknya lebih 
memperbaiki sistem penegakkan keadilannya bagi pelaku kejahatan Begal yaitu 
dengan tetap menjalankan hukuman yang sesuai dengan aturan yang ada agar 
tetap tercipta efek jerah kepada pelaku. Kemudian impilikasinya bagi pihak 
berwajib seperti pihak kepolisian agar lebih memperbaiki kembali sisitem kerja 
keamaannya yaitu dengan tetap mengawasi dan mengontrol daerah-daerah yang 
memang rawan adanya kejahatan Begal dengan tujuan memberikan rasa 
keamanan kepada masyarakat. Setelh itu impilakasi gabungannya yaitu baik dari 
pihak pemerintahan maupun pihak berwenang kepolisian agar bekerjasama untuk 
mengadakan penyuluhan atau senantiasa mengingatkandan menghimbau  
masyarakat untuk senantiasa wasapada ketika mengendarai atau sedang berada 
dijalan dengan turut menjaga keselamatan dengan tidak mengenakan perhiasan 
atau harta yang berlebihan ditempat yang rawan dari kejahatan Begal. 
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Kedua,  Bagi masyarakat sebaiknya menjaga keselamatan dengan berhatai-hati 
ketika mengendarai dijalan yang rawan kejadian Begal yaitu dengan tidak 
membawa harta yang berlebih ataupun menggunakan perihiasan yang berlebih 
karena itu akan memicu pelaku kejahatan Begal menjalankan aksinya. Dan bagi 
masayarakat agar lebih mengetahui bahwa Islam mengharamkan mengambil harta 
milik orang lain melalui jalan yang haram, agar kita tetap pada ketentuan Syariat 
Islam.  
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